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ABSTRAK
UU Nomor 23 Tahun 20ll tentang pengelolaan Zakat palxrl 6
menyebutkan bahwa BA?.IAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan
tugas pengelolaan ?z.k^t secara nasional baik dalam pengumpularl
pendisribusiaq dan pendayagunaatr zakat melalui tiga firngsi:'peincamaan,
pelaksanaaa dan pengoordinasian. Sclain itq BAA{AS luga terwcnani
membcrikan rckomcndasi bagi masyankat yang hen&k mcndiriiui ternUaga an i
zakat (Pasal 18 ayat (2) huruf (O. Kaenuan ini dianggap scbagian lcilang""
pengelola trmbaga Amil Akat atau sejenimya yang liilnya -swadana Jan
swadaya dari masyarakat untuk masyarakat Uahwa B.lanaS mcrupakan badanyTC pyrya wewqutrg dsminrn dan sentrali*ik dalanr selunrh aktivitas yang
terkait dengan pengelolaan zaka! dan dinilai akan membatasi gerak langkah iA.iLAZ yang t9!! ry1nun yang scdang memulai aktifitas pcngclolaai zakat di
uuPZ juga mcmbuka nung bagi kerjasama intara SAA.laS dan
Iernbaga- amil zakat non p€m€rintah, namun -LAZ -fng da sekarang ini harus
mcmenuhi ketcn-tuan Undang Undang dan apapun bcnulorya keberadaan LAZ
menuntt UU no 23 tahun 201I hanrs dalam pcngawasan BA^AS.
Penelitian ini bertonseirtasi pada fungsi dan wcwenang Badan Amil
Zakat baik sccara tcoritis filosofis maupun praktis guna mcncari soiusi dan bcnang
merah fcrhadap pol€mik t€rsebut, dengan mengurai nrmusan masalah: l.
Kedudukan dan fungsi BAAnAS yang diatur dalam UU No.23 Tahun 20ll
tentang Pengelolaan Tzka\ 2. Wewcnang BA.anAS fcrhadap I_AZ dalam UU
No.23 Tahun 20ll remang pengelolaan zatd en 3. pemerapan fungs, dal
wewenang BAZ{AS Kotr Palaogka Raya ditiqiau &ri uU No23 Tahun 20ll
tcntsng Pcngelolaan Zakat
Tujuan penelitian tidak l4n untuk mengetahui: l. Kedudukan dan fimgsr
P44AS yang diahr dalam LJU No. 23 Tahun 20ll enbng pengelolaan Zalig2. Wewanang BAZI.IAS tertadap LAZ &larn lJU No,23-Tahui 20tl tentani
Pengelolaan Zal6t datr 3. Pearerapan fungsl dan wencoang BAa{AS Kod
Palangka Raya ditinjau dari IJU No.23 Tahun 201I tentang penielolaan Zakat
. . 
fgnclitial ini adaiah pmlitian hukum normdif ;kaligus empiris dengm
tipe eksplanatoris' dcngm mcnggunakan sumber bahan hukunioan oita rupunfu
secara bersamaan yang selaqiutnya dianalisis dengan metrir- content oulysis.-
Hasil pcnclitian menunjukkan bahwa 1. BA,ZNAS memiliki feauUukanyTC.sapat 
:igrilkan dalan pengclolaan zakat nasional (pasal 6 dan 7ltUpllyakni.sebagai lembaga negara/pemcrintah pemerintah nonstruktural yang bersifri
ma$iri. dan bcrtanggung jawab dalam melaksanakan pcngelolaan -zalit sccara
l*j.r+ yang dilcgitimasi metatui pasal 29 dm hsal-34-a1ar (l) Ut D 194j.2 Pemterian *'cwcnang BAZNAS te'l,dap r-Az a6 dasar icngaia,an historis(BAZNAS scjqiar dengan LM) en filosofis (amanah vcrtitil t C.lfah SWT) dan
amanah horizontal (masyaralot mrrzrkki dan nu*ahiq). BAU.IAS didikan
wewerurng lntuk memberi pertimbangar/rekomendasi ;tas legalisasi lembaga_
lembaga zalrat yang ada di scluruh Indonesia (pasal lS ayat (2j huruf c llllpZ),
karena posisi LAZ dibawah koordinasi dan pengawasan BAZNAS dan berfimgsi
sebagai penyokong BAZIIAS dalam menjalankan fungsinya secara nasional
@asal 17 UUPZ), dan 3. BAZD.A Kota Palangka Raya secara kelcmbagaa4
kepengruusaq dan pelaksanaan program kerja betum sepenubnya meogacu pada
ketentuan tI(, Nomor 23 Talrun 201I tentang Pengelole,ran Zakat karena bebcrapa
falcon pcrqurus memiliki kesibulon dan memiliki jabaan perting, tidak adanya
dana operasional dari pcmerintah sehingga publikasi ulit dilakukan dan berakibot
pada minimnya perolelran jumlah z"kat, infilq dan sedekall
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BABI
PENDAHTILUAIY
A. t atar Belakang
Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi besar dalam
mewujudkan keadilan ekonomi, kesejahteraan masyarakag dan penanggutangan
kemiskinan. Pembahasan masarah korerasi zzkat dan kescjahteraan masyarakat
su.leh 5sring ditampilkan dan dikaji oleh para pakar, peneliti, maupun praktisi
pengelola zakat. Diantaranya M. Ali Hasan mcngernukakan bahwa pada
dasamya semua orang menginginkan kehidupan yang layak dan terpenuhi
kebutuhan pokoknya" namun kenyataannya tidak scmua orang berkesempatan
menikmati hal itu karena berbagai faktor diantaranya tidak tersedianya lapangan
kerjq kemiskinaq atau rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karenanya melalui
zakat, Islam memberikan solusi mengatasi kesenjangan sosial ekonomi di
masyarakat dan sekaligus sebagai upaya preventif berupa larangan menimbun
kekayaa& bcrlebrh-lebiban (tasarruJ), dan himbauan untuk berbagi (pcduti
sesama).1
Kewajiban membayar zzkat bagi onug-orang kaya (the hove) lr;lah
terlegitimasi s€cara tegas dalam syari'at Islam yang tertuang dalam Al-eur,an
dan Hadis, serta ijma ulama. Bahkan dilegaskan pula konsekwensi hukum yang
I M. Ali Hasan, 20c/6., ZAttt &" Ir{o* Satar, fu' Solari Mcrgorosi problena Sariol d
/ndorre&ia Jal(arl& Kcncao4 hat l.
dikcnakan bagi para muzaki yang enggan mengeluarkan zakatnya berupa
siksaan yang pedih.2
Penekanan akan kewqiiban zakat ini bcrimplikasi pula pada pentingnya
sebuah kekuatan dan wewenang dari amir (penguasa/pcmerintah) yang memiliki
otoritas dalam rangka mcnjalankan firngsi sebagai pcnegak syariat penunaian
rukun Islam yang ketiga yakni menunaikan zakat bsgi yang telah memenuhi
kitcria nrampu dan mencukupi syarat-syamt wajib zakaL Dalam konteks ini
muncul berbagai pandangan tentang kons€p amit apakalr hanya sebaas sebagai
salah satu dari delapan ashnaf ateu justeru lebih sebagai lernbaga atau atat
pemerintah dalam menjalankan fungsi kewenangannya.
Salah satu ayat al{ur'an yang menjadi sumber pcmbahasan tentang
amil adalah:
,EU'fi ;?d::.z;.rtet'*;;sU€.se jit ji.i-l?itrL
@
futinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta merek4 dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi
mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui iq.S. ei_
Taubah (9): 103)3
Pemaknaan tcrhadap perintah Allah SWT yang tcmuat dalam eS. At
Taubah ayat 103 telah melahirkan berbagai konsep dan pernahaman yang
beragam di antara para ulama mazlrab mengenai kedudukan dan wcwenang amil
2 Bacs QS.At-T8ubah (9):3+35 &n eS. Ali-Imrar (3): I EO.
! Departemen Agams Rt, 2002., Al-eur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV, Indah press, hal.
2
r 03-104.
dalam menjalankan fungsinya sebagai pcngambil, penghitung pencatat, dan
menyalurkannya kepada para mustahiq. Di sisi lain, amilin juga menjadi salah
satu dari rnustahiq (yang bcrhak) mcncrima zayu.t yang discbutkan daram Al
Qur'an Surah At Taubah ayat 60 yakni orang fakir, miskin, pengurus zakat
('aaniliin), para mualla( budak, orang-orang yang berhutang, untuk jatan Allah
(/i sabilillah), dan orang-orang yang sedang datam perjatanan.
Pcmahaman dan pandangan mcngenai kcharusan zakat dikctora oreh
amilin atau individu atau sebagian harra oleh individu dan scbagiannya harus
oleh amilin tclah muncu! pada masa Rasulullah SAW dan periode
Khulafaun-asyidin. pada zaman Rasulallah SAW' zakat merupakan harta yang
dianjurkan untuk diambil olch para shahabar yang diutusnya dari orang kaya
dan membagikannya kepada pa'a mustahiq. pada zaman abu Bakar dan umar
Bin Khattab pun demikian, hafia z ka\ baik itu yang sifatnya dzahir (tanaman,
buah-buahan, dan temak) maupun harta borhin (huta emas, peralq pemiagaan
dan harta galian), semuanya mcsti dihimpun dan dibagikan oreh amilin. Baru
pada zaman khalifah Utsman, mcskipun awalnya mengikuti jcjak orang-orang
scbclumny4 dilerenakan mclimpaLrya hafta bathin ketimbang harta dzahir
disamping
pemeriksaan
banyaimya kaum muslimin yang gelisah
serta pengawasan tcrhadap harlanya,
dikala diaciakan
keputusan untuk
menyerahkan we.wenang pelaksanaan zakat duri harta bathin kepada para
muzaki pun diberlakukan. Semcnjak inilah tumbuh berbagai pcmahaman dan
pandangan mengenai kehanrsan zakat dikelola oleh amilin atau individu atau
sebagian harta oleh individu dan scbagiannya harus oleh amilin.
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Terjadinya permasalahan seperti ini lantaran sccara navl sendiri tidak
ad^ ayat atau hadits yang secam eksplisit menyatakan hanrs, tidak bolch atau
sunahya hukum mengadakan amil dalam za&at. Disamping itt1 konsep amilin
yang berstandar pada syarat kemampuan baik keitmuan tentang z8kat, terlebih
soal integritas moral berupa kcjujuran dan amanah dalam mengemban tugas
sclaku pengelola zakat, nampaknya masih menjadi polemik yang belum usai di
kalangan masyarakat dan pcrnerintah di Indoncsia terutarjna mcnyangkut
keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang notabene mewakili
pemerinralr, dangan Lcmbaga Amil Z*at (LAZ) yangdibcntuk dan dijalankan
oleh masyarakat selama ini.a
Terbentuknya Badan Amil Zakat tertuang secara legitimit dalam
Undang-Undang RI No. 23 Tahun 201 I tentang penge lolaan Zakat (selanjutnya
disebut UUPZ). Pasar 6 uupz menyebutkan bahwa Badan Amir zakat
Nasional (BAZI',IAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan
pengeloraan zakat secara nasionar dan untuk skara daerah diraksanakan oleh
BA2I.IAS baik tingkat propinsi maupun kabupatenlkota. Sementara itu
ditambahkan Pasal 17 yang menyebutkan LAZ dapat dibentuk masyarakat
dalam rairgka membantu BAZNAS dalam
pendistribusian, dan pendayagunaan zakal.
pelaksanaan pengumpulan,
t Judisial Rcview tru No. 23 Tahua 201I tentaog peDgelolaan Zakat (pasal 5, pasl 6, p8sal
1: PM lX pasat 18, pasal t9, pasat 38,.d:r,. p"r"t +-rl ,.i"Orp'UUO ni f S.aS iUrfri, ,rc,,
LaIT", P.-rp", Duaf+ ysyssan Dana Sosiat_ Atfatah UU*f-fry*_ yalim Mandiri, dkt keMahkamah Konstitusi dcngan perkara Nomor 86/pW_X/2012
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Kehadiran UU Pengelolaan Zakat tcrsebut disatu sisi menjadi babak
baru dalam pengelolaan zakat di Indonesia Zakat tclah memasuki ranah publilq
setclah sckiur lama berkutat pada ranah social kemasyarakatan. Untuk
mengelola zakat, masyamkat selama ini dapat dengan mudahnya memasang
spanduk atau pun pamflet dan bentuk-bcntuk pcngumunan lainny4
sebagaimana yang sering terlihat di masjid-masjid atau musholla. Dalam
beberapa hal, kondisi tersebut bahkan sangat membsntu kaum muslim bisa
dengan mudah menunaikan zakat tmrya harus melalui birokrasi dan perjalanan
yang bcrbclir Namun, dari sisi manajemen, pclaksanaan oleh masyarakat
umumnya lemah dari sisi administrasi dan kontinuitas program. Karenanya,
keberadaan UU Pengelolaan Zakat yang m€nandai masuknya zakat dalam ranah
publik menjadi sebuah babak baru dalam perzakatan lndonesia
Kehadiran UU Pengelolaan Zakat itu dinilai menyisakan beberapa
masalah dari sisi materi yang tercakup didatamnya. Mulai dari kurang
mengakomodir kchadiran lembaga amil zakat (LAZ) yang setama ini banyak
didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat dengan membatasi LAZ oleh
Orrnas, ancaman kriminaliasasi terhadap unsur masyarakat yang melakrrkan
pengelolaan zakat secara tradisionat, dan sejumlah aturan yang dinilai akan
membuat pengclolaan zakat di tanah air makin tak efisien.
Undang Undang Pengelolaan Zakat y,ang memu t 47 pasal tersebut
secara jelas tclah mancgaskan adanya intcgrasi pcngelolaan zakag dimana
selunrh kewenangan dalam hal pengelolaan zakat dilakukan oleh suatu badan
yang dibcntuk olch pemcrintall yaitu BAZNAS. pasal 6 UU penge lolaan Z,akat
5
tersebut menyebutkan: *BAZNAS mcrupakan lembaga yang berwenang
melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.,, Adapun yang dimaksud
dcngan pengelolaan pada pasat terscbut, seperti yang dircgaskan pada pasal l,
adalah: ".... kegiatan perencanaari, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam
pengumpulan, pcndistribusian, dan pendayagun aan zakaf,. Hal itu dapat
dianggap sebagian kalangan pengelola Lernbaga 1unil Z*^t atau sejenisnya
yang sifahya swadana dan swadaya dari masyarakat untuk masyarakat bahwa
BAZNAS merupakan badan yang punya wewenang dominan dan sentraristik
dalam seluruh aktivitas yang rcrkait dengan pcngelolaan zakat, dan dinilai akan
membatasi gerak langkah LAZ-LAZ yang telah maupun yang sedang memulai
aktifitas pcngelolaan zakat di masyarakat.
Selain 3 firngsi: perenca&un, pelaksanaan, dan pengoordinasian di atas,
BAZNAS juga bcrwenang mcmberikan rekomendasi bagi masyarakat yang
hendak mendirikan lembaga amil z*at. pasal I E ayat (2) huruf (c)
menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk mcmperoleh izin dari Menteri
terkait pendiriao LAZ adalah memiliki rekomendasi dari BAZNAS. Setiap
elemen kelembagaan masyarakat yang hendak terlibat dala.:r pengelolaan zakag
harus melalui rekomendasi BAZNAS.
Undang Undang pengelolaan Zakatjuga membuka ruang bagi kerjamma
antara BAZNAS dan lembaga amil zakat non pemerinta[ namun LAZ yang ada
sckarang ini harus memcnuhi ketcntuan Undang Undang dan apapun bentuknya,
keberadaan LAZ menurut UU no 23 tabun 20ll harus dalam pengawasan
BAZNAS.
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B. Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang di atas, penelitian ini akan dipertajam
dengan mengurai satu persatu permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:
l. Bagaimana kedudukan dan fungsi BAZNAS yang diatur dalam UU No. 23
Tahun 201 I tentang pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana wewenang BAZNAS terhadap LAZ dalam UU No.23 Tahun
201 I tentang Pen gelolaan Zakat?
3. Bagaimana penerapan fungsi dan wewenang BAZNAS Kota palangka Raya
ditinjau dari UU No.23 Tahun 201 I tenrang pengelolaa n Zakat?
C. Tujuen Penelitian
Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka
tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:
l. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi BAZNAS yang diatur dalam UU
No. 23 Tahun 201 I tentang pengelolaut Zakat;
7
Berdasarkan pemikiran di atas, perlu kiranya dilakukan penclitian yang
lebih mendalam terhadap firngsi dan weweDang Badan Amil Zakat baik secara
t€oritis lilosofis maupun praktis guna mcncari sotusi dan benang mcrah
terhadap polemik tersebut. Secara praltis, penelitian ini akan ditakukan di
BAZNAS Kola Palangka Raya sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam
menjalankan fungsi dan wewenangrya.
2. Mengetahui wcwcnang BAZNAS tcrhadap LAZ r:r.llrt ormas dalam UU
No.23 Tahun 201 I tentang Pengelolaan Z*X;
3. Mengetahui penerapan tentang fungsi dan wewenang Badan Amil Zakat
Daerah Kota Palangka Raya ditinjau dari W No.23 Tahun 20ll renbng
Pengelolaan Zakat
D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan memiliki nilai kegunaan antara lain:
l. Secara teoritis untuk mengembangkan warvirsan keilmuan peneliti
mengenai hukum pengelolaan zakat di Indonesia khususnya fungsi dan
wewenang BAZ yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 201I rentang
Pengelolaan Takat; dan mcmberikan sumbangsih pemikirin berupa kritisasi
terhadap kedudukan hukum, fungsi dan wewenang BAZ agar sesuai
dcngan koridor dan asas keadilan dan kemanfaatan;
2. Secara pralcis sebagai bahan masukan bagi pemerinah sebagai pelaksana
UU khususnya pemerintah Kota palangka Raya dan Badan Amil Zakat
Kota Palangka Raya, DpR sebagai tegislator, Mal*amah Konstitusi yang
saat ini masih menangani yudisial review tentang UU No. 23 Tahun 201I,
maupun masyarakat secara keseluruhan termasuk Lembaga Amil Zakat
agar memiliki kesamaan visi dan misi mengenai fungsi dan kedudukan
BAZ sehingga pengelolaan zakat secara nasional berjalan dengan baik demi
kemashlahatan dan kesejahterasn masyarakat
8
E. telaab Pusta kallGjian Terdahulu
Sepanjang penelusuran dan pengetahun penulis, penelitian menyangkut
UU Nomor 23 Tahun 201 I masih tobilang sedikit mengingat UU ini
merupakan rcgulasi baru. Berikut beberapa penclitian yang telah dilakukan
kalangan mahasiswa maupun dosen antara lain:
l. Tric Anis Rosyidah dan Asfi Manzilati pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya telah metakukan penelitian tentang Implementasi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20ll terhadap Legalitas pcngclolaan
Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi pada Beberapa LAZ Di Kota
Malang).s Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang -
undang nomor 23 tahun 20ll terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh
lembaga amil zakar (studi pada beberapa LAZ di Kota Malang) belum
tersosialisasi kepada masyarakat sehingga pihak pengelola z.akat dan
masyarakat ragu bahwa undang-undang nomor 23 tahun 201I tentang
pengelolaan zakat b€nar-bcnar diterapkan, hal ini dikarcnakan masih
banyaknya pasal yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga
menghambat legalitas LAZ dalam mengelol a zakai. Maka, diperlukan
peninjauan ulang dan sosiatisasi mengenai undang-undang nomor23 talrun
20lltentangakaL
2. Penelitian yang dilakukan oteh M. Wildan Humaidi, Fakultas Syari,ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri yogyakarta pada uhun 2013 yang berjudul
' http!4imf6.ub.rc.iMndex.phpf iDfeyarricldvie l8E diatses pada ranggat 23 April 2Ol3
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"Pengelolaan Zakat dalam Pasal I 8 ayat e) IIU No 23 Tahun 201 I (Studi
respon lembaga anil zakat di kota yogyakarta).6 Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kclompok amil zakat scperti Rumah Zakat dan Dompet
Dhuafa (am il professional), BA AZ yogyakarta dan LAZIS
Muhammadiyah (semi professional), LAZ Masjid Syuhada dan LAZ Masjid
Jogokariyan (anil zakat voulenter) memberikan respon yang berbeda. Ada
yang menolak dan mcnerima sebagian dengan alasan masih punya nilai
positif untuk penguafan lembaga pengelola zakat namun persyaratan
dianggap rumit untuk diimplementasikan (Dompet Dhuafa dan LAZIS
Muhammadiyah), dan menerima (BAZNAS yogyakarta dan LAZ Masjid
Syuhada dan LAZ Masjid Jogokariyan).
3. Penelitian tentang Analisis FalCor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan
Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung
Kabupaten Grobogan, hopinsi Jawa Tengah Oleh Aris K}oirul Anam,
Jurusan Ekonomi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012.
Hasil penclitian mcnunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
kepercayaan masyarakat tcrhadap BAZ Kecamatan Karangrayung
dibedakan 2 (dua) nacam, yaitu berasal dari dalam (faktor intem) dan
bemsal dari luar (faltor ekstern). Faktor intem yang mempengaruhi
kepercayaan masyarakat yaitu kelembagaan (sistem, manajemcn, money,
material, metodg ma*et, informasi, aliansi/rencana strategis, kejelasan
visi dan misi, program dan rencana kcrj4 strultur organisasi, legalitas,
--_- -- 
6 hupzdigilib.uin-suk&ac.i ?75 4/ABAB%2ol%2c%2ovto/o2eh2oDAFIAR%
20PUSTAKA.pdf. diakses tarBsal t Juni 2013
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evaluasi kerja dan sosialisasi dan publikasi), Sumber Daya Manusia,
(pengurus BAZ Kecamatan fiarangrayung), loyalitas dan profesionalisme
tcrhadap BAZ masih rcndab dimana SDM (pengelola zakat) belum
professional mengelola z*at masih sambilan, belum optimalnya
kcpcrcayaan masyarakag jumlah muzakki yang harus semakin
ditingkatkaq masyarakat bclrun terbiasa menyalurkan zakat Wda BAZ,
lcisis ckonomi masih dialami oleh masyarakat karena kegiatan ekonomi
yang kurang stabil sehingga pendapatan masyarakat menurur! dan
masyarakat belum mernahami apa yang harus dizakati, serta yang dikenal
selama ini barulah sebatas zakat fitnh
4. Penelitian terhadap BAZ Kota palangka Raya pemah dilakukan oleh
Muammar Ma'ruf (Jurusan Syari'ah STAIN palangka Raya tahun 2009)
dcngan Judul: "Pengelolaan zakat dan Hubungannya dengan Hak Amil
Mendapatkan Gaji di BAZ kota Palangka Raya (Tinjauan terhadap Undang_
Undang RI nomor 38 tahun 1999 pasal 23 ). Tujuan utama penelitian ini
adalah untuk meneliti seberapa besar bantuan biaya operasional pengelolaan
zakat dan gaji yang diterima para amil zakat serta faktor-faktor y.ang mcnjadi
penghambat dalam penerapan pcmbagian bantuan biaya operasional
pcngelolaan z*at dan gaji kepada para amil z*at di BAZ kota palangka
Raya-
5. Siti Fatimah, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada program Studi
Magister Administrasi Publik Bidang Konsentrasi: Kebijakan publilq telah
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meneliti tentang: "Peranan Negara Dalam Pengetolaan Zakat Di Indonesia,',
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaiman peranan negara melalui
Dtektorat Pengembangan Z,akat&Wakaf dan Badan Amil Z*ai Nasional
(BAZNAS) dalam pengelolaan zak^t dan mencermati kendala-kendala apa
saja dalam negara memainkan pemnannya terscbut sehingga akan dicari
suatu solusi untuk lebih mengoptimalkan penrnan negara dalam pengelolaan
zakat. Dari hasil pcnelitian ditemukan bahwa ada beberapa kendala dalam
negara mengoptimalkan perannya tersebut, yaitu kendala intemal adalah
pcngorganisasian yang masih belum profesional sedangkan kendala
ekstemalnya adalah pemahaman masyarakat yang masih rendah baik tentang
zakat maupun UU No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat, dan
adanya hambatan politis dalam regulasi pengelol aan zzkat oleh negara serta
adanya krisis kepcrcayaan terhadap BAZNAS. Adanya kendala-kendala
yang bersifat intemal dan ekstemal ini mempengaruhi pengoptimalan
pengclolaan zakat oleh negara, terutama kisis kepercayaan, dan pemahaman
masyarakat tentan g ptadigma zakat itu sendiri yang masih rendah.
Berdasarkan bebcrapa penelitian tersebut nampaknya belum ada yang
fokus mengkaji norna-norma hukum yang terkait dengan firngsi dan ]yewenang
BAZNAS dalam UU Nomor 23 Tahun 20ll terkhusus studi pada BAZNAS
Kota Palangka Raya. Untuk itu kiranya perlu dilakukan penelitian terhadap
permasalahan rcrsebut
t2
BABtr
KAJIANTEORITIS
A. Konsep Amil Zakat dalam Hukum Islam
I. Dasar Hukum Amil T.akat
Pembahasan tentang Amil Zakat bersumber dari Al_eur'an Surah
At Taubah ayat 60 yang menyebutkan kata ,amiliin sebagai salah satu yang
berhak atas pcmbayaran zakat sebagaimana tertulis sebagai bcrikut:
vlli __st && prti, q; 6;ii., ,q*3i, J-;ia. *sia1 dy
@i=+r rnT i;;i 3;-.L.j-;pi yti i,i # __*A;aii
Artinya: Sesunggutnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu,allaf
yang dibljuk hatinyao untuk (memerdekakan) budak, orang-orang
y.ang berhutang, unhrk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang
dalam perjalanan, sebagai suatu keretapan yang aiwaliUt<an atUfrl
dan Allah Maha mengetahui lagi Maha BijaksanaT
Selanjutnya pembahasan mengenai tugas ,amil difahami para ulama
dari ayat 103 Surah at Taubah sebagai berikut:
;i -l ,S: t** f,f-;S a;i + 
€it -, # 'tii; e"i ;r L
w+u
Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mtdoalah
untuk mereka Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman
13
?Depag RI, Op. Cit., tt^1.28t
e Ahmad Warson Munawwir, 1997, AI Munaonr, Karnus lrab-lndorpsia, SrrabayaiPustaka Progr$si4, hal. 973.
jiwa bagi mcrcka.
mengetahui.t
dan Allah Maha mendengar lagi Maha
Berdasarkan kedua ayat di atas, pembahasan mcngenai tentang
siapa y'ang dimaksud dengan amil dan apa saja tugasnF menjadi pemikiran
bahkan perbedaan di kalangan para ulama-
2. Pengertian Amil
Kata amil diambil dari potongan ayat 60 Surat At Taubah yang
diterjemahkan sebagai pengurus-pengurus zakat Dalam Kamus Al
Munawwar, terdapat kata ,amila (/i'il madhi) yurg berarti bekerja,
bertindalq dan al 'Aamita (isin fa'it) berarti yang berbuat/orang yang
melakukan.e Amil atau pengelola zakat termasuk salah satu dari delapan
ashnaf dalun surat at Taubah ayat 60 di atas yang berhak mendapatkan
bagian zakat dengan merujuk pada sambungan kata ,alaiha, setelah kata al
'aomiliin tersebu'- Menurut M. euraish Shihab k ata .alaiha bensal dari kata
'alaa yang mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu,
maka memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka
dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan.lo
Selanjutnya para ulama memberikan definisi ya.rg cukup beragam
mengenai amil terkait dengan perintah (Ji'il ,anr) Allah SWT ()i) dalam
I tbid. H.al. zgl-zgt
t0 M. Quraish Sihab, 2@2. Tdsir al Misbah Volume j, Jakmta: Lentera Hati, hal- 143.
t4
Surah At Taubah ayat 103 di aras baik mengenai definisi maupun sasaran
arau yang menjadi subyek dari perintah dimaksud.
Mazhab Hanafi mengartikan amil sebagai orang yang diangkat
untuk mengambil dan mengurus z*at. Mazhab Maliki menyebut amil
scbagai pcngurus zakat, pencatat, pembagl, penasihat, dan sebagainya yang
bekerja unhrk kepentingan zakat Mazhab Hambali lebih singkat menyebut
amil sebagai pengurus zakat sedangkan mazhab Syaf i mcmaloainya
scbagai scrnua orang yang bekerja mengurus zakat dan hanya mendapat
upah dari zakat itu.rl
Di antara keempat mazhab tersebut memiliki persepsi yang sama
bahwa amil adalah pengurus/pengelola zakat baik mengambil, mencatat,
membagi bahkan dapat pula menjadi penasehat/konsultan tentang zakat.
Akan tetapi hanya mazhab Hanafi yang menyebut bahwa amil adalah orang
yang diangkat (diberi kepercayaan) mengelola zakat. Hal ini menunjukkan
bahwa amil tidak boleh melakukan kegiatan mengurus zakat manakata tidak
ada perintah atau wewcnang yang diberikan kepadanya (tanpa dijelaskan
siapa yang berhak memberi wewenang tersebut).
Imam Qurthubi mcnafsirkan ayat tersebut (at Taubah: 60) dengan
menyatakan bahwa 'amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh
imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan
mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kcmudian
tf Sulaiman Rasji4 1992, Fiqh lEloa Bandung: CV. Sinar Barq hal. 200-203.
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Al Qurrhubi, l4l3vl9g3 M., Al Jani, Li Ahta ol ev,a Bcirut Lebanon: Daar elKutub 'ilmiyyah hat.l t2-l 13
" 
quraish Shihab, Op. ctt,hal. l4t-143
^ . 't YallEI "t Zlllr,yty,2ftr,S., h*at, Kajian Berbqd Metmb, Bandung: pT. RcmajaRosoakarya, hal.309
disemhkan kepada yang berhak menerimanyar2 pendapat ini menunjukkan
bahwa tugas dan wewenang ,amil tersebut dilakukan atas dasar adanya
delegasi dari imam/pemerintah.
M. Qurais Shihab menerjemahkan kata al ,Aamiliin (bentuk jamak
al 'aamil) yaitu pengelola-pengelola (zakat), yakni yang mengumpulkan
zakat, mencari, dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu
membaginya.ll Menuruhy4 beberapa ulama memahami perintah ayat ini
(at Taubah: 103) sebagai pcrintah wajib atas pengursa untuk mcmungut
zakat-Tetapi mayoritas ulama memahaminya scbagai perintah sunnah.
Wahbah al Zuhaily menjelaskan bahwakatawal ,aamiliina ,ataihaa
menunjukkan bahwa pengambilan zakat dilalcukan oleh imam karena jika
pemilik harta diperbolehlan mcngcluarkan zakatrya sendiri_sendiri, maka
tidak diperlukan lagi adanya pengurus atau panitia pemungur zakat. Apalagi
dengan adanya perintah sebagaimana ayat 103 surah at Taubab, rnaka
menurutnya imam wajib membentuk dan mengutus panitia pemungut zakat
mengingat Nabi SAW dan para khatifah pernah mengutus para pcmmgur
zakat mercka-la
Shihab juga berpendapat bahwa para pengelola zakat (amil)
seharusnya diangkat oleh pemerintah mengingat nrereka dfurilai sebagai
76
.. 
- -t" 
e1c1i-a lauzl , Sejooh pengelolun Zatar. Lihar htpJUuw.dsniamanah.or.id/iadex-php,
online 20 April 2013-
perwakilan penerima zakat dan dapat diminta pertanggungiawabannya
secara jelas. I 5
3. Keberadaan Amil Zakat daleo Sejarah Islam
Fakta sejarah memporlihat bahwa secara umum telah terjadi
transformasi atau p€rgeseran praktek pengelolaan zakat dari kewajiban
agama yang ditunaikan ke@a pcnguasa dalam hal ini adalah negarq
me4iadi kewajiban individu. perubahan ini menurut Amelia Fauzi @akar
Filanropi Zakat) didorong oleh tiga hal yakni:r6
a. Upaya untuk memudahkan perhitungan harta yang dizakatkan akibat
begitu melimpahnya harta yang didapar dari penaklukan. Ini
dilatarbelakangi oleh ijtihad khalifah Utsman bin Affan, yang d\-
iterima oleh sebagian besar para sahabat dan 7zzsr, bahwa harla yarrg
dizakatkan dibagi menjadi "yang terlihat" (amwal at-zahiriah) dan
"tidak terlihat" (amwol al-batiniyah). Hanya amwal al-zahiriyah (yang
terlihat), scpcrti hasil pertanian, yang zakatrya wajib diserahkan
kepada negara. Kebijakan ini dimaksudkan, antara lain, untuk
membatasi pcrilaku tidak amanah koleltor zakat.
b. Adanya kekisruhan situasi politik dan perebutao kursi kekhalifahan
yang mendorong umat Islam harus menentukaq kepada ,'ulil amri,,
yang mana mereka harus tunaikan zakat. Dan scjak kematian khalifah
t5 lbid.,hal.233.
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Usman bin Affan, Kitab al-Amcal (Buku Kekayaan) menunjukkan
bahwa pandangan dan praltek-praktek pemberian zakat kepada
individu selain pcnguasa dimulai-
c. Adanya sikap kitis para ulama atau ahli hukum atas kebijakan dan
perilaku penguasa Mereka adalah tormasuk para imam mazhab besar,
seperti Imam Malilg Hambali, Hanafi, dan Syafii, Hal ini mengernuka
pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang sccara umum
menyebutkan bahwa membolehkan pengumpulan zakat oleh p€nguasa,
dengan syarat bahwa penguasa tersebut bersiirap adil. Imam Malik
membolehkan pengumpulan zakat oleh negar4 tetapi menolak adanya
pemaksaan negara- Menurut Mali! pembayaran zakat harus diserahkan
kepada individu-individu untuk memutuskan apa yang mercka ingin
bayar. Imam Syaf i mendukung pendapat itu dan menambahkan bahwa
individu bisa membayar seluruh alau sebagian dari zakat mereka
kepada ncgara. Pcndapat ini terutama didasari pada keraguan atas
Iegitimasi penguasa dan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan zakat
yang dilakukan. Jadi pada masa itu ada kebolehan menunaikan zakat
tidak kepada negar4 dan zakat kepada negara hanya dikenakan paCa
"harra yang terlihat.',
Kenyataannya praktek pengumpulan dan pengelolaan zakat
dianggap kurang bailg karena adanya penggabungar. administrasi keuangan
negara dan perpajakan serta pendapatan negara lainnya. Kirab al_Amyal
dan Kitab Al-Khoraj (Buku tentang pendapatan Negara) menunjukkan
18
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bahwa sistem zakat yang dikelola negara lernah atau kurang be{alan. i(r|aD
al-Kharaj ditulis pada masa Abbasiyah mengkitik dan mernberikan nasihat
kepada Khalifah Hanur Al-Rasyid tentang bagaimana mereformasi
administrasi pajak dan zakat untuk melindungi ralcyat. pada abad kesepuluh
zakat masih merupakan salah satu pemasukan untuk negara, namun sangat
tidak signifikan. Pelaksanaan pajak dan juga zakar juga dipenuhi praktek
korupsi. Pada masa ini di Dinasti Fatimiyah kolektor zakat hampir tidak
ad4 demikian hasil pengamatan Imam al-Gazali. Ia juga menceritakan
bahwa hanya sejumlah kecil Muslim Sunni manbayar zakat, dan mcrcka
tidak membayar kepada negara.rT
Wacana dan praktek zakat pada abad ke ll dan l2juga tidakjauh
berbeda. lbnu Khaldun melihat adanya pengumpulan pajak yang cukup
masif. Sarakhsi berpendapat bahwa pembayaran zakat adalah kewajiban
individu kepada Allah. Selama mundumya kekuasaan politik penguasa
Islam di abad kedua belas hingga abad kelima belas dengan pengecualian
Kesultanan Turki Usmani ketika beberapa dinasti Islam dan kerajaan
mcngalami konflik intema!, pcngumpulan zakat oleh negara juga mcnurun.
haktek zakat kemudian bcrgescr kepada distribusi zakat oleh masyarakat.
Mulailah praktek pembayaran zakat dilakukan secam individu oleh umat
Islam kepada pemimpin lokal seperti ,ulama, Imam Syiah dan sufi, yang
berpe.un baik sebagai distributor atau amil da; sekaligus penerima manfaat
zaka! praktek inilah juga yang ada di Indonesia. pada abad kedetapan belas
dan kesembilan belag karena banyaknya masyarakat Muslim yang hidup di
bawah pemerintahan non-Muslim, pengumpulan dan distribusi zakat oleh
individu maupun kelompok scmakin bcrkembang dan memunculkan
organisasi dan lembaga kclslaman yang mengelola zakat. Karena
banyaknya ulama yang melarang pembayaran zakat kepada penguasa yang
tidak adil atau penguasa Muslim yang berada di bawah otoritas orang_orang
kafir, fcnomcna lembaga sosial dan kcdcrmawanan juga semakin
berkembang. lt
Sctclah mclewati pcriode kolonialismg banyak negara Muslim yang
merdeka mengatur zakat sebagai praktik swasta oleh umat Islam tanpa
keterlibatan manajemen negara- Saat ini cnam negara-negara Islam yakni
Arab Saudi, Libya, Yaman, Malaysi4 pakistan, dan Sudan menerapkan
pernbayaran zakat mal tertentu. Negara-ncgara ini juga mengatur sanksi
terhadap orang-oftmg yang tidak patuh membayar zakat, tetapi
pelaksanaannya tidak dijalankan sungguh-sungguh. pengelolaan zakat ini
juga tidak maksimal, dan malah men4iscourage perkembangan zakat di
masyarakat.l9
4. Syarat dan Tuges Amil
Mengenai syarat bagi pengelola zakat semua ulama sepakat
mensyaratkan harus adil dan memiliki k-eilmuan yang matang tentang seluk
tr tbid
t" lbid.
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beluk zakat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perlritungan zakat dut
penyalurannya.r
Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa scseorang yang ditunjuk
sebagai amil zakat haruslah memenuhi kiteria sebagai berikut2r
a. Beragama Islan\ syarat ini wajib mengingt zakat merupakan salah satu
penunaian rukun Islam bagi kaum muslimin;
b. Mukallaf,, yaitu orang dcrvas4 sehat akal fikirarL dan mampu serta siap
menerima tanggung jawab mengurus kepentingan umat dan agama;
c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Amanah artinya berkomitrnen
menjalankan tugas datr fungsi yang telah dibcrikan oleh imam dan
masyarakat, dan jujur artinya menjunjung tinggi hansparansi, tidak
menyalahgunakan wewenangnya sebagai amil. Kedua halnya menjadi
titik tekan bagi seorang amil karena menyangkut kepercayaan (trust)
masyarakat terutama para muzakki. Apabila masyamkat percaya dan
yakin akan kinct'a amil zzka\ maka akan bcrdampak positifjuga bagi
peningkatan jumlah muzakki, harta zakat bertimpah dan dapat dinikmati
oleh yang berhak (8 ashnaf), maka kesejahrcraan hidup masyarakat
akan terwujud dengan baik. Hal ini sebagaimana dikemukakan
Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Daclami yang artinya
a M. ali Uasan, 2000 ., perbarrdngan MrEhobFi46 Jakaltr: pT. Rsjacralindo pqsada, hal.
2f Yusufal Qaradhawi 
' 
r99r, Ftgh zaka, Juzl/, Beiru[ Muassasah Risst8rl har 5E6
I15.
2t
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berbunyi; "Amanah itu akan menarik rezeki, sedangkan khianat itu akan
menarik kekafiran"22;
d. Mengcrti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga ia mampu
menjalankan tugasnya dengan tepat dan terhindar dari kesalahan dan
kekeliruan dan lebihJebih diharapkan dapat memberikan pcncerahan
dan solusi mengenai zakat kepada masyarakat awam sehingga semakin
mcmilrat dan menyadarkan para muzakki akan kewajiban zakaaya;
e. Mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehat jasmani dan rohani
dan fokus (full time) untuk menangani scgala hal yang menyangkut
tugasnya.
Adapun tugas yang menjadi tanggung jawab pengelola zakat dapat
ditarik kesimpulan dari uraian tenlang pengertian amil di atas, dimana rugas
amil adalah mengelola harta zakat mulai dari menerim4 mencatat,
menghitung, menentukan mustahiq, dan membagikan zzkat kepada para
mustahiq baik secara konsumtif maupun produkfif.
B. Teori Kelembagaan Pengelole Zakat
l. Teori organisasi
Lembaga atau institusi kadang disebut pula dengan organisasi atau
pranata Istilah lembaga menurut Ensiklopedia Sosiologis diistilahkan
deng,an institusi, sebagaimana di<iefinisikan oleh Macmillan bahwa lembaga
adalah seperangkat hubungan norma-norm4 keyakinan-keyakinarL dan nilai-
z Didin Hafidhuddin 
,2OO2-, Za*at dalan peretonomian Modern,Jakarta: Gema Insani, hal.129.
22
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nilai yang nyatq yutg terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan
serangkaian tindakan yang penting dan berulang. a Dcfinisi ini menunjukkan
bahwa lembaga/institusi bcrorientasi pada kepentingan sosial/umum bukan
kepentingan individu. Interaksi antar anggota suatu lembaga membutuhkan
prinsipprinsip organisasi.
Terkadang lembaga discbut juga dengan organisasi meskipun sering
terjadi salah kaprah dalam pcnggunaan kcdua kata tersebug karena mcnurut
Norman T. Uphoff, salah scorang penggagas people{entercd Development
Forum membcdakan antara organisasi (orgoizotion) dcngan lembaga
(irrs t itut ion) dengan pemyataan:
"Organizatioan ore structures of recognized and accepted roles.
Institutions are complexes ofrnrms and behaviours rhat persist oyer
time by serving collectively (socialu valued parposed".?a
Koentjaraningkrat menyebut lembaga sebagai pranata yakni suatu
sistem tatakelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktifitas tertentu
untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan
masyarakat.25
2' Nuridafatimah.bolgspot.com,/201 2/O6lPengertian-Lembaga-DanOrganisasi/, online 2l
2a lbid
25 lbid
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Semcntara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga
diistilahkan sama dengan badan (organisasi) yakni sekumpu.lan onmg yang
merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu.26
Terkait dengan Pengelolaan Zaka! maka yang dimaksud organisasi
pengelolaan zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang
pengclolaan dana zaka\ infaq, dan shadaqah. Dcfinisi pengelolaan m€nurut
UU Nomor 23 Tahun 20ll tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan
pcren@naan, pclaksanaan, dan pcngoordinasian dalampengumpulan,
pendistribusiaq dan pendayaagunaan zakat. pengelolaan zakat bertujuan :
a. Mcningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
dan
b. Meningkatkan manfaat z** untuk mcwujudkan kesejahrcraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Menurut Ridwan27, Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan
posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni :
a. Sebagai perantara keuangan.
Amil bcrperan menghubungkan anlara pihak Muzakki dengan
Mustahiq yang dituntut menerapkan azas tnst (kepercayaan).
Sebagailnana layaknya lembaga kcuangan yang laur, ezas kepercayaan
menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil ditunM
mampu menu,rlukkan keunggulan masing_masing sampai terlihat
_ : Depdikbud RI, 2005. Xazrel Besar Bolasa Ed,si Keriga, Jakarta: BalaiPustak4 hal 84 dan 655
Muhammad Ridwaq 2005. Baitat Mul Wa Tomwil (BW, e1. 2.Yograkarta: t I P!.ss, hal. E6
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'tHilman lAtief,2}Ot. Filontropi Islat4 Agenda Orgaisa set d Kerig4 fun MogqaiaSipil Di Indowsia 74kat dqt Enpaiering. Jur-n:al peni ron A, A"g**, Vol. I, No. 4,tanggal 9 AgushJs 2008, hat. t I .
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jalas posirioning organisasi, sehingga maslarakat dopatmemilihnya.
Tanpa adanya psitionhg , makakedudukan akan sulit berkembang.
b. Pemberdalaan
Fungsi ini sesungguhnya sebagai upaya mewujudan misi
pembentul€n amil, yakni muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan
ketentraman kehidupannya menjadi terjamin; Mustahiq tidak selamanya
Ergantung dcngan pembcrian bahkan dalam jangka panjang diharapkan
dapat berubah mcnjadi Muzakki baru.
Mcnurut laticf dalam Filantopi Islarl organisasi umumnya
dibagi ke dalam tiga sektor berbeda yaitu:26
a Sektor pcrtama diwakili organisasi bernama negara atau pemerintah (stare
agencies).
b. Sektor kedua adalah institusi-institusi swasta yang tujuannya tidak
lain dari mengakumulasi modal dan melakukan pengembangan unit_unit
yang bcrsifat profit.
c. Sektor ketiga adalalr organisasi sosial atau organisasi non profrt.
Ketiga jenis organisasi tersebut merniliki tugas, wcwenang dan
wifayah yang berbcda namun faktan;a ketiganya memiliki inlerest yang
samq misalnya dalam program pemberdayaan masyamkat, pengentasan
kemiskinan, dan pemberantasan kebodohan.
Pada dasamy4 selarna memenuhi syarat dan tepat sasaran, maka
berzal,at melalui oranisasilembaga/badan maupun langsung disalurkan
scndiri, kedua{uanya memiliki alasan dan dasar hukum yang sah. Namun
begitu, sistem kelembagaan dalam pengelolaan zakat tetaplah lebih baik dan
lebih utama karena beberapa alasan, antara lain :2e
l' Pengelolaan zakat sccara korcktif merarui rembaga menrpakan afternatif
yang lebih dekat dengan sistem ideal pengelolaan zakat dalam Islam.
Karcna dibawah naungan sis&m pemerintahan Islam, zakat dikclola
secara kelembagaan formal dari negara dan bersift.t kolektif (bukan
perorangan).
2. Sistem kelembagaan lebih praktis dan memudahkan, sehingga semangaq
komitrnen, dan konsistensi dalam menunaikan kewajiban berzakat tetap
terus terjaga.
3. Lebih teijamin untuk tepal sasaran dalam pengalokasian dibandingkan
dengan jika disalurkan sendiri.
4. Sistem kelembagaan lcbih mampu mengelola dan mangalokasi yant zakat
berdasarkan skala prioritas diantara sasaran-sasaran pcnyaluran zakat
yang banyak jumlahnya dan bcrmacam_macam golongannya.
5. Sistem kelembagaan morjadikan kewajiban berzakat sebagai syiar yang
akan meningkatkan semangat bagi yang telah berzakat sekaligus
a http,#mamuna-o,ordDress.cor/2,l l/0 ,t25lfiqib-zakatl, oDline 2l April 2013. Lihat pulaDidin Haf dhuddin, roc. Cir.
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memberikan keteladanan dan dorongan bagi yang belum sadar zakat
diantara kaum muslimin,
6. sistem kclembagaan korcktif rebih efektif untuk menjadikan zakat sebagai
basis ekonomi umat karena dana bisa terhimpun dalam jumlah besar dan
dialokasikan secara proporsional, hal mana tidak te{adi jika zakat
disalurkan secara perorangan.
2. Negara dan Pengelolaan Zakat
Penge(ian negara dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia dalam dua makna yakni:s
a. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan
. 
tertinggi yang sah dan ditaati oleh mkyata
b. Negara adalah sekelompok sosial yang menduduki wilayah atau
daerah. tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga poiitik danpemerintah ya.rg efektif, memiliki kesatuan politilq' berdaulat,
sehingga berhak mennetukan tujuan nasionalnya.
Dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan
dan organisasi itu merupakan tatakerja daripada alat_alat perlengkapan
negara yang merupakan suatu keutuhan, tatake{a yang melukiskan hubungan
serta pembagian tugas <ian kewajiban anbra masing-masing alat
perlengkapan negara itu untuk mcncapai suatu tujuan tertentu. salah satu alat
perlengkapan negara adalah pemerintah.
Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok
yang scharusnya dijalankan oleh pernerintah baik pemerintah pusat
t Oepaibua ru, Op. Cit. hal.777
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maupun pcmerintah daerah.3l
a. Fungsi Pengaturan
Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan
perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam
masyarakat. Pemerintal adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan
agar kehidupan dapat berjalan sccara baik dan dinamis
b. Fungsi Pelayanan
Perbcdaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan
masing-masing. Kewenanganpemerintah pusat mcncakup urus.rn
pertahanan keamanan, agam4 hubungan luar negeri, moneter dan
peradilan. Sccara umum pelayanan pcmerintah mencakup pelayanan
publik (Public semice) dan pelayanan sipil (civil semice) yaog
menghargai kesetaraan.
c. Fungsi Pem berdayaan
Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah,
fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah Caerah dengan
kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah
guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan.
Pemerintah mempunyai peranim untuk mengatur, memperbaiki atau
mengarahkan aktivitas di berbagai sektor. peran pemerintah berada pada
3'http/h"rrrr.r"ga."lrukum.com/hukum./Frnisahar-kckuasartvs-pernbagian-
kekuasaanlhl. onliDc podE tang$I 2f April 20lj
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pemberi legitimasi politik dan sebagai fasilitator untuk kepentingan publik.
Adam Smith mengemukan teori bahwa pemcrintah hanya mempunyai tiga
fungsi :
a. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan
pertahanan.
b. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan pcradilan.
c. Fungsi pemcrintah untuk menycdiakan barang_barang yang tidak
disediakan oleh pihak swast4 seperti halnya densanjalan dan sebagainya.
Dalam pcrekonomian modern, pcnuan pemerintah dapat
diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu :
a. Peranan alokasi.
Peranan alokasi yaitu, peranan pemerintah dalam alokasi sumber_sumber
ekonomi dilaksanakan secara efi sien.
b. Peranan Distribusi
Peranan distribusi yaitu peranan pemcrintahan dalam memberikan
penyaluran sumber-sumber ekonomi secara tepat sasaran.
c. Peranan stabilisasi
Peranan stabilisasi yaio peranan pemerintahan dalam memberikan
kebijakan untuk memproteksi sumber-sumber ekonomi.
Francis Fukuyama dalam bukunya State_Building: Governance and
Il/orld Order in the 2tst Century, menunjukkan bahwa pengurangan peran
negara dalam hal-hal yang memang merupakan fungsinya hanya akan
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menimbulkan problematika baru. Bukan hanya memperparah kemiskinan dan
kesenjangan sosial, melainkan pula menyulut konflik sosial &n perang sipil
yang meminta korban jutaan jiwa.32 Artinya Fukuyama mengatakan bahwa
negara harus diperkuat, Kesejahteraan menurut Fukuyama tidak mungkin
tercapai tanpa hadirnya negara yang kuat, yang mampu menjalankan perannya
secara efektif. Bcgitu pula sebalilory4 negara yang kuat tidak akan bertahan
lamajika tidak mampu menciptakan kcsejahteraan warganya.
Pentingnya penguatan ncgara ini terutama sangat signifikan dalam
konteks kebijakan sosial. Negara a&lah institusi yang paling absah yang
memiliki kewenangan menarik pajak dari rakyat dan karenanya paling
berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi wargany4 walaupun
negara bukanlah satu-satunya aktor yang dapat menyelenggarakan pelayanan
sosial-
Terkait dengan penm ncgara dalam pengelolaan zaka! Muhammad
tlashim Kamali menyebutkan bahwa:31
Islam proposes a welfare stak as is efident from rhe overall emphasisin the Qur'an and Suru on hetping the helpless, tle rcedy arut thepoor. As a pilla or tle faith, zthat is prescribed in the eur,an with theyc,iic- puryoses of ensuring necessary social assistaie. Sarisfoction
ol the basje requiremcnts of those who are in need. Muslims, or other,
is 9ne of t\ main purpses for which state revenues, whetler Jrom
zatot or other ttnes arrd chaities, are to be expar ed. Ttte prophet
himself as head of srate cle@ly indicated thot rhe state is commifled to
this purpose.
,_, _ ,:.., ..hg/tu*::flegvf!.orgmn0u2hran-negara{atarn-pcngctot.an_z8kar-di_moon6r&'il ontinc tanggal 2l April 2013
1, Ibtd.
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Pendapat Francis Fukuyuma (sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto)
dan juga Muhammad Hashim Kamali, menyiratkan bahwa peran ncgara dalarn
kescjabteman sosial, termasuk dalam pengelotaan zakat memang harus
dominan. Hal ini ditunjang pula oleh kenyalaan sejarah dari Sirah Nabawiyah
dan kepemimpinan para khalifah yarg memang mengelola langsung zakat dari
masyarakats
Ibnu thjar dan Iman Rafi' scpakat menyatakan bahwa zakat pada
masa Nabi SAW. maupun masa-masa setelah Nabi, seperti masa
ktulafaurrasyidin dan juga pe:erintahan-pemerintahan dinasti Islam (bani
Umayyah dan Bani Abbas) pada masa pertengahan adalah dikelola oleh Negara.
Pendapat ini sctidaknya dikuatkan oleh sebuah dokumen berupa surat Irnam
Zuhri kepada Umar bin Abdul Aziz (salah satu khatithh dari Bani Umayyah),
yang berisi pcnempatan sunnah dalam urusan zakat agar diprioritaskan sebagian
untuk orang yang sudah pikun dan orang yang lumpuh, orang miskin yang
berpcnyakit yang tidak mampu bekerja, si miskin yang meminta_mina dan
membutuhkan makanan (sehingga terpenuhi kebutuhannya dan sesudahnya
tidak meminra lagi). Sebagiannya juga untuk umat Islam yang ditahan yang
tidak mcmpunyai keluarga seorang pun jugq serta sebagian orang_orang miskin
yang datang kc masjid-masji4 yang tidak mcmpunyai pckerjaan dan
penghasilan yang teratur, namun tidak mau meminta-minta.3s
! Ib;d
. . 
3shttpJA 
ww.uinjktac.idiindex.ph/section-blog/2&anikel/l4lGDegara-d8n-pcngclolaa$.
zakar-hh . onlinc p6da rsnggsl 2l April 2Oj3 -
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c.
Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan bahwa ketika pemerintahannya
adalah pemerintahan Islam dan pemimpin-pcmimpinnya adalah pemimpin
muslim yang amanah maka pengelolaan zakat sepcnuhnya berada di tangan
negara. Namun ketika pemerintahannya bukan pemerintahan Islam kendati
pemimpin-pemimpinnya musrim maka ketentuan tsrsebut tidak berlaku secara
otomatis.
Sejarah Lahirnya fIU Nomor 23 Tahun 20ll terteng pengelotaan Zakat
Sejarah eksistensi pranata zakat dalam ruang publik di Indonesia baru
dimulai sejak terbentuknya UU No. 3g Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.
Namun jauh sebelum itu, pranata zakat tclah menjadi bagian kehidupan
masyarakat muslim seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia yang
bahkan menjadi salah satu sumber dana penyebaran agama Islam terutama
untuk bagian sabilillah hingga memasuki masa penjajahan dan masa
kemerdekaan.36
Pada masa penjajahan Bcland4 pemerintah Kolonial mengeluarkan
kebijakan mengenai zakat (4 Agustus lE93) yang dituangkan dalam Bljbald
Nomor 1892 dengan tujuan mencegah terjadinya penyelewengan keuangan
zakat oleh penghulu untuk melaksanakan administrasi kek,,as tui pemerintah
Belanda Namun ironisnya para penghulu tcrs€but tidak digaji dan tidak
diberikan jaminan kescjahteraan. Upaya ini dilakukan pemerintah Belanda
untuk melumpuhkan sektor pendapatan negara yang bersumber dai zakat
. 
!6 
]{bd]rt -C,hofrrr Ansh ori, 2006, Hahn dan penbet&yun Zalot, Ultcya Sinzrgis WojibZatat don Pajoh di Indonesia, yo$/akana: pila, Medi4 hal 6
32
,1 tbid.
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dengan cara melanug semua pegawai pemerintahan dan priyayi pribumi untuk
berpartisipasi dalam pelaksanaan pemungutan zakat, Larangan tersebut
dioanglon dalam Biibold nomor 6200 tanggal 2E Februari 1905.37
Pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan
menunjukkan kenyataan buram dimana antara jumlah umat muslim tidak
berbanding lurus dengan jumlah perolchan zakaL Hal ini diantaranya mungkin
disebabkan karena tidak terkeloranya zakat secara terorganisir, para muzakki
cenderung mcnyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik dan bersifat
pribadi atau terturup, p€mbayaran zakat masih berrsifat konsumtif sehingga
kurang berimplikasi jangka panjang terhadap perubahan kescjahteraan
masyarakag dan terlebih disebabkan adanya kekhawatiran terhadap Islam
ldiologis (khususnya pada masa orde baru) sehingga memaksa pemerintah
untuk tidak terlibat dalarn urusan zakat dan terbukti secara struktural tidak ada
dukungan yang tegas secara legal formal dari pemerintah.3s
Pada masa kemerdekaan dimana pembangunan hukum lndonesia baru
mulai dibenahi dan ditat4 beberapa tokoh seperti He?airin pun menentang keras
kebiiakan peninsgalan pemerintah Belanda tersebut dengan argumentasi bahwa
negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa wajib dengan
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kekuasaannya memberikan kcbebasan warga ncg:,a untuk meraksanakan norma
hukum agamanya masing-masing, termasuk umat Islam.3e
Pendapat selanjutnya disampaikan mantan Mentcri Kcuangan Indonesi4
Jusuf Wibisono yang pada tahun 1950 pernah menulis gagasannya untuk
memasukkan zakat sebagai salah satu komponen perekonomian keuangan
Indonesia melalui artikel pada majalah Hikmah. Gaeasap inipun mendapat
sambutan positif dari kalangan anggota parlanen @pRS) yang juga
menginginkan agar tercipta perundang-undangan tentan g z*at!
Mengawali scjarah adanya instrumen hukum positif tcn tang zakat, pada
tahun I 968 pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 4
Tahun 1968 dan Nomor 5 Tahun 196g tentang pembentukan Badan Amil Zakat
dan Pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusal provinsi,
dan kabupaten/kotamadya-a I
Perkembangan selanjutnya seiring dengan dimulainya sistem demokrasi
pasca berakhimya masa kekuasaan hesiden Soeharto pada tahun I99g, babak
baru dalam pranata zakat mulai tsrangkat ke permukaan dan masuk dalam ruang
publik secara aktif dimana terlibahya pemerintah sebagai regulator dan
koordinator dalam pengelolaan zakat sccara nasional. Tcpat pada tanggal 23
f'resember 1999 disahkannya UU No. 3g rahun r999 tentang pen geroraan zakat
. . 
"-*l-1ll menyarakan bahwa Ncgara lndonesia sudah mcmitiki UUD 1945 yang menjadiday g:n f4safah bernegar4 6 an Regcitry Reglenent tnni t"f,* iisl yang kcmudian diubahm.,i,,i lrrditclz Stersregetitg (IS) tahu" tmS ibeai WA*r, ti;Oa) roo* 6200 tahua 1905lcrscbul lrid hal 7-
* lbid.
1t lbid.
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dan kcmudian disosialisasikan mcrarui Lembaran Negara RI Tahun r 999 Nomor
164 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3985.
ULJ No.38 Tahun 1999 scbagai produk hukum pertama bcrupa uU ini
belakangan dianggap masih perlu revisi dan penambahan disamping sudah tidak
sesuai lagi dcngan kebutuhan masyarakat dan pcrkembangan zaman. Menurut
Wakil Ketua Komisi VIII Dp& Gondo Radityo Gambiro (F-pD), salah
satu dasar pcrtimbangan Komisi VII DpR mcngajukan usul perubahan UU
No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dengan alasan UU No.3g Tahun
I99 tcntang Pengelolaan Z,akat mcruWkan salah satu kcrnajuan dalam
penerapan prinsipprinsip syariah ke daram hukum positif. Namun demikian,
lanjutsry4 pclaksanaan uU No.3g rahun 1999 dirasakan masih belum
optimal untuk mengakomodir penyelenggaraan kewajiban zakat dalam
sistem yang profesional. Karenanya undang-undang tersebut sudah tidak
sesuai dengan perkembangan kebuohan hukum dalam masyarakat sehingga
perlu diganti agar kebijakan pcngelolaan zakat dapat dilakukan secara
terara[ terpadq dan terkoordinasi dengan baik serta disesuaikan dengan
kebutuhan saat ini.
Ada beberapa hal pokok yang diajukan dalam revisi UU no 3 g tahun
1999 yaitu t-ta kclola zakat, sanksi mangkir zakat, dan persoalan wajib
zakal dan pajak karena diperlukan kejelasan tentang peran pengatur,
pengawas, dan opcrator. Sehingga ditctapkan di Jakarta olch Menteri
Agama RI hof. DR. H. Said Agil Husin AI Munawar, MA pada unggal lg
Juli 2003 mcncabut Keputusar Mentcri Agama Nomor 581 Tahun 1999
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tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3E Tahun 1999 tsntang
Pengelolaan Zakat.
Menurut Yusuf Wibisono sebagai ahli pcmohon dalam persidangan di
Mahkamah Konstitusi, amandemen UU No.3E Tahun 1999 sudah dimulai
di DPR pada periode 2004-2009. pada tahun l9g, UU No.38 Tahun 1999 ini
sudah masuk di Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas Tahun 1999 tapi
gagal diselcsaikan. Scjak awal proscs amandcman, ada dua drafi yang
secara umum bertolak belakang yaiat draf RUU dari masyarakat sipil dan
dral R{JU dari pcrnerinah.
Pada awal Marct 2010, DpR menyelesaikan RUU pengelolaan Zakat
yang isinya ccnderung mengakomodir masyarakat sipil. Kemudian RUU
diajukan ke pemerintah untuk dimintakan DIM (Daft& lsian Masalah). DIM
dari pemerintah baru muncul di awal tahun 2oll. Dua draf yang benolak
belakang dibahas di DpR pada pertengahan 2011. Masa sidang keempat
DPR pada pcrtcngahan 201 I berlangsung singkat, yakni tiga bulan, dan akhirnya
amandemen UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sclcsai. Akhir
tahun 201I lahl DPR RI mensahkan UU hasil amandemcn yang kernudian
diberi nomor 23 tahun 201 I dan disahkan di Jakarta pada tanggal 25
November 20t I olch Prcsiden Republik Indoncsia, DR. H. Susilo Barnbang
Yudhoyono dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 201 I
oleh Mcnteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rcpublik Indonesia, Amir
Syamsudin.
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BAB Itr
METODE PENELITIAN
A. Jenis Perelitian
Penelitian ini merupakan pcnelitian hukum normatif sckaligus empiris
karena penelitian ini tidak hanya dititikbemtkan pada pengkajian norma-norna
pada peraturan-peraturan tcrtulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang tcrkait
dengan Badan Amil Zakat @AZ), namun penclitian ini juga dilengkapi dengan
data{ata empiris tentang pcnerapan fungsi dan wewenang BAZNAS Kota
Palangka Raya.
B. Tipe Penelitian
Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris
yang dimaksudkan untuk menerangkan, memperkuag atau menguji suatu
ketcntuan hukum tcntang fungsi dan wewenang Badan Amil Zakat yang di atur
dalam UIJPZ dan penerapannya sccara empiris pada BAZNAS Kota palangka
Raya.a2
C. Sumber Bahan llukum dan Data
Mengingat penelitian ini merupakan gabungan artara normatil dan
empiris, maka untuk melakukan analisis peneliti menggunakan bahan hukum
dan data lapangan. Adapun bahan hukum terdiri dari:
a2 Bambang Wlluyo. 2002. pealirtdn HutM datan proltek Jakartai Sinar Grafika, hal.9
dan l7
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l. Bahan Hukum Primcr merupakan bahan hukum utama yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok masalah.
Adapun bahart hukum primer pcnelitian ini adalah:
a. Undang-Undang Dasar 1945;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20ll tentang pengelolaan Zakat
(Lembaran Negara RI Tahun 201I Nomor I 15 - Tampahan Lembaran
Negara RI Nomor 5255);
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang diperoleh dari bahan_bahan
kepustakaan, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,
yang tordiri dari : Buku, Hasil Penelitian, dan Jumal Ilmiah Hukum
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan
petunjuk ataupun penjelasan lerhadap bahaa hukum primer dan sekunder
yang terdiri dari: Kamus Istilah dan Kamus Hukum.
Untuk memperdalam analisis dibutuhlan data yang akan diperoleh dari
observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penjelesanan berikut:
a. Cbservasi ditakukan sccara tidak langsung yakni peneliti hanya melakukan
pengamatan tanpa terlibat &lam kegiatan pengelolaan zakat di BAZNAS
Kota Palangka Raya;
b. Wawancara (interwiew), teknik ini digunakan untuk menggali data dan
informasi dengan bcrkomunikasi secam langsung kcpada subjek
menggunakan pedoman wawancara (kuesioner) yang bersifat umum;
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Dokumentasi untuk mendukung data tentang sarana &n prasaran4 dan
informasi tertulis yang lain, baik berupa laporan ataupun dokumen{okumen,
schingga diharapkan dapat mcnggarnbarkan secara umum keadaan daerah
dan subjek yang diteliti.
E. Objek dan Subjek Penelitian
Objek penelitian ini adalah fimgsi dan wewenang Badan Amil Zakat
dalam UU No. 23 Tahun 201 I tentang pengelolaan zakat. Adapun yang menjadi
subjck penelitian adalah Pengurus BAZIIAS Koa palangka Raya yang
ditentnkan dengan teknik Purposive Sanpting atau sarnple bertujuan yang
memcnuhi kriteria sebagai berikut:
a. Pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya yang aktif;
b. Mengctahui tentang pengelolaan zaknt di BAZNAS Kota palangka Raya
c. Berdomisili di Kota Palangka Raya;
Berdasarkan kriteria terscbug penulis menentukan hanya 3 (tiga) subyek
yang terdiri dari:
a. Drs. H. Supriyanto (Ketua BAZDA Kota palangka Raya)
b. H. Muhdianor Hadi, S.Ag (Sekretaris BAZDA Kota palangka Raya)
c. M. Nurdin, S.E @endahara BAZDA Kota palaneka Raya)
F. Langkah-hngkah Penelitian
Dalam melakukan penelitian tesis ini digunakan beberapa langkah mulai
dari teknik pengumpulan bahan hukum dan data lapangan hingga dilakukannya
c
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analisis terhadap bahan hukum dan data yang tersedia tersebut. Adapun
langkah-langkah dimaksud dapat diuraikan scbagai berikut:
l. Teknik Pengumpulen Bahan llukum dan Data
Bahan Hukum Primer dikumpulkan dengan cara melakukan
inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, setelah itu diambil
p€ratumn / ketentuan yang ada hubungannya dengan pokok masalah dalam
penelitian ini. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder dan Tertier yaitu bahan
pustaka yang berkaitan dcngan pokok masalah, dikumpulkan melalui
studi pustaka- Untuk mempcrkaya bahan sekunder maupun tersier maka
akan digunakan teknik snowbatt sehingga memungkinkan diperolch bahan
kajian yang lebih mendalam terhadap objek yang diteliti.
Selanjuhya untuk pengumpulan data digunakan beberapa metode
observasi, wawancar4 dan dokumentasi sebagaimana telah dijelaskan di
atas
Kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan dan analisis bahan
hukum primer ini adalah dengan memilih pasal-pasal yang berisi kaedah_
kaedah hukum yang relevan dengan pokok masalall sehingga menghasilkan
klasifikasi tertcntu yang sesuai dengan pokok pernbahasan. Bahan yang
diperoleh dari studi kepustakaan atas bahan hukum yang tersedia dan data
empiris yang terkumpul akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa
40
2. Pengolahan dan Analisis Data daa Bahan Hukum
sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis guna mcnjawab
semua permasalahan yang diteliti.
Pengolahan bahan hukum dan data hukum dilakukan secara deduklif
yakni menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum untuk
permasalahan yang bcnifat khusus. Selanjutnya semua bahan yang
terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif bcnrpa
content analysis. Adapun langkahJangkah menganatisis adalah dcngan
mengkaji bahan primer, dan ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan
terticr, serta data lapangan. Hasil analisis terhadap scmua bahan hukurn dan
datadata tersebut kemudian akan diramu kembali untuk akhirnya dapat
ditemukan jawaban ilrniah tcrhadap rumusan masalah di atas.
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BABTV
KEDI'DUKAN DAN FTJNGSI BAZNAS
DAII\M Iru NOMOR 23 TAIIT]N 2OI1
A. Sejarah Labinya Badan Amil Zakat di Indonesia
Kelembagaan auril zakat di Indonesia sccara legitimasi diawali pada
masa orde banr- Berbeda dari Masa sebelumny4 yakni masa penjajahan hingga
Masa Kcmerdekaar! pengetolaan zakat dianggap sebagai urusan masyarakat
baik sccara individu maupun kelompok sesuai dengar syariat Islam, ranpa ada
keterlibatan pemerinbh secara langsung. perhatian pemerintah terhadap
pengelolaan zakat mulai terlihat ketika Menteri Ag,ama mengeluarkan Surat
Edaran Nomor: AlWVl7367 tanggal E Desernber l95l tentang pelaksanaan
Zakat Fitrah. Ini menunjukkan bahwa masih terbatasnya keterlibaan
pemerintah dalam urusan zakat, dimana zakat fitrah hanyalah sebagian dari
kewajiban z*at yang hanrs ditunaikan umat muslim yang mampu. Surat
Edaran itupun dimaksudkan hanya untuk mengatur agar pelaksanaan zakat
fiEah dapat berjalan dengan tertib dan mengikuti ketentuan jumlah dan kadar
yang disepakati melalui ijma ulama yang berlaku secara umum. Selebihnya
pemerintah belum menujuk atau mcmbentuk iembaga khusus yang menangani
pengclolaan zakat tersebu! dan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat
untuk menyalurftannya kepada orang-orang yang berhak sesuai syariat Islam.
Tiga belas tahun berikutsrya pemerintah melalui Kementerian Agama
semakin menaruh perhatian dengan menyusun Rancangan Undang-Undang
tentang Pelaksanaan Z*at dan Rencana Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan pembagian Zakat serta
Pembentukan Baitul Maal. Akan tetapi hingga memasuki Masa Orde Baru
kedua pemagkat peraturan tersebut tidak sempat diajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat maupun kepada hesiden.l
Pada masa Orde Baru, Mentcri Agama Republik Indonesia menyusun
Rancangan Undang-Undang (RUL) tcntang akat d8r disampaikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan Surat Nomor
MAl095/1967. RUU tersebut juga disampaikan kepada Menteri Sosial selaku
penanggung jawab masala-masalah sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak
yang berwenang dalam bidang pemungutan. Lantas Menteri Keuangan dalam
jawabannya menyarankan agar masatah zakat ditetapkan dengan peraturan
Menteri Agama.2
Atas saran dan petunjuk Menteri Keuangan, dikeluarkanlah dua
Peratuian sekaligus terkait pengelolaan zakat yakni peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil
Zakat dut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 196g
tentang Pembentukan Baitul Maal. Antara Badan Amil Zakat dar- Baitul Maal
dianggap mempunyai keterkaitan yang sangat erat dimana Baitul Maal
I Depag Rt, 2oot. fanduan Organisasi pangclola Zakaq Jakarfa Dirjen Bimas Islam dan
Direktorat Pcmb.rdayaa, Zakat Depag RJ, hd.67
2bfl,htl.l
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berfungsi sebagai penerima dan Penampung Zakal yang kemudian disetor
Badan Amil Zatat untuk disalurkan kepada yang berhak3
Secara teknis pada masa ini Badan Amil Zakat berada dalam
kewenangan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji. Unnrk
mendukung optimalisasi pengelolaan zaka! dikcluarkan Instruksi Menteri
Agama Nomor 2 ahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentaDg Infaq Seribu Rupiah
selama Bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan
Direktur Jendcral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor l9l19g4 tanggal 30
April 1984. Selanjutnya Pembinaan dilakulon atas dasar Keputusan Bersana
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 Tahun l99l
tentang Pembinaan Badan Amil Zak^\ lnfaq dan Shadaqah. Menindaktanjuti
KBM tersebut pada tahun 1998, Menteri Agama secara mandiri mengeluarkan
hstruksi Nomor 7 Tahun 1998 tentang pembinaan Umum Badan amil Zakat
Infaq dan Shadagah.r
Berlanjut hingga masa reformasi, eksistensi kelembagaan Arm il Z*at di
lndonesia mutai diperjelas dcngan lahimya Undang-Undang Nomor 3g Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat, Langkah ini dircmpuh sebagai upaya untuk
menyempumakan sisrcm pengelolaan zakat di lndonesia agar dapat menggati
potensi zakat guna mcmpcrbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpunrk
akiba, krisis ekonomi global dan krisis multidimensi yang melanda Indonesia-
Dalam UU Nornor 3t Tahun 1999 ini terdapat dua organisasi pengelcla zakat
yakni:
t tbid-,t al.l-t
' tbid.,hal. t
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1. Badan Amil Zak^t @M) yzurg merupakan bentulan pemerintah yang
terdhi dari pemerintah dan unsur masyarakat dengan jenjang
kewilayahannya mutai tingkat nasional, provinsi, kabupalen/kota hingga
kecamatan. Secara hirarki organisasi BAZNAS terdiri dari:
a. BAZNAS untuk tingkat pusat;
b. BADA hovinsi
c. BAZDA Kabupatcn/Kota
d. BAZDA Kecamatan
2. l-enbaga Alnr.il Zakat (LAZ) yang dibentuk dan diketola oleh masyarakat
yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan dan institusi laimya
yang telah memenuhi syarat dan mendapat pengukuhan dari Kementerian
Agama.
Menindaklanjuti UU Nomor 3g Tahun 1999, Menteri Agama
mengeluarkar Keputusan Nomor 5gr rahun 1999 tenlang peraksanaan
undang'Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Dircktur Jenderar
Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D_291 Tahun 2000 tentang pedoman
Teknis Pengelolaan Zakat5
Sebelumnya BAZNAS secara kelembagaan mengalami tarik ulur
kepentingan legitimasi. Dilata6elakangi oleh keinginan yang sangat kuat dari
para pengurus BAZIS @adan Amir zakat,Infaq dan sadaqah) di seruruh
provinsi yang ingin menyatukan visi dan misi dalam membangun umat melalui
pengelolaan z*at yang amanah dan profesional, maka metalui Ma&alcarah
5 tbid. hat.9
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pengurus BAZIS se-Indonesi4 utusan ulama se-Indonesi4 dan utusan
Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) pada bulan Maret 1992 di
Jakarta menyepakati agar ada BAZS Nasional yang berada di ibukota Jakarta,
yang kemudian diamini oleh Menreri Agama (KH. Munawir Syadzali) dan
Menteri Dalam Negeri (H. Rudini). Seiring dengan ihr, bermunculanlah
beberapa Unit Pengumpul Zak:rt (lJpZ) di bergagai instansi negeri dan swast4
BUMN/BLJMN sebagai wujud anosiasrne umat Islam, dan ditambah
menjamumya lembaga pengelola zakat seperti Dompet Dhuafr, LAZIS NU
dan LAZIS Muhammadiyah,6 meskipun temyata rekome ddasi mu&okarah
tersebut ditolak oleh presiden (Soeharto). Akhimya dibentuklah asosiasi Forum
Zak^t (FOZ) yang terdiri at^s BAZ (pemerintah) dut LAZ (swasa) seluruh
lndonesia- Dan berdasarkan Keputusan hesiden Nomor g Tahun 2001, tanggal
l7 Januari 2001 BAZNAS resmi rcrbentuk.T
Bermunculamya beberapa LAZ yang secara legal dapat mengelola
zakat mulai dari mengumpulkan hingga mendistribusikan kepada orang_orang
yang berhak temyata dianggap belum mampu meningkatkan ghairah berzakat
bagi para muzakki.(pembayar zakat). Disisi lain, keberadaan Badan Amil Zakat
dan sosialisasi bahkan implemantasi UU Nomor 3g Tahun 1999 ini masih
terbatas yang dibuktiken dengan masih minimnya jumlah dan prosentasi para
mv*i yangbenakat melalui lembaga zakat. Banyaknya Organisasi pengelola
Zakat yang lahir namun belum cukup mendorong pengentasan kemiskinan
... .." 
5"j* bcrlakunya UU Nomor 3E Tshun 1999, ada 14 LAZ tingkat pusat ysng tclah
lk lrhk- &ngan Keputusan Menteri Agama, baik yang berkJud*;1i ftarta,'ga;O;;Suabaya, maupun l-AZ tingkar provinsi seperti LAZ DaantiTauhid di B;duogJrrd., hat. lO -
' 
Kemcnag RI, 20l2 . prolt LpZ fakxtrDirjcn Bimas Islam, hat. 29-30.
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t Alassn lain yang mendasari asundemen UU Nomor 3E Tahun 1999 yahri ldcpelaksanaan zakar sebagai pengurang^ pajak dan lrnerapan ,."tS-rt r'Inu**i yang ingkarI:l]b"II -F! Baca Kemenag Rr, i0 iz. r"u"iri r"A,ii zri,ii if,pebporaa r-pl rakatra;Dirjen Bimas lslam Kemenag RJ, hal. t 4.
seperti yang tertuang dalam tujuan pcmbentukan UU Nomor 3g TAhun 1999.
Tidak adanya pengendalian yang jelas justeru menimbulkan kekhawatiran
adanya penyimpangan dan pen),alahgunaan dana zakat tersebut
Atas berbagai pengalaman dan pertimbangan tersebut di atas, maka
disepakati oleh berbagai pihak terutama FoZ (Forum Z.lrkat) dmt Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) agar UU Nomor 3g Tahun t999 segera
diamandemen dengan mangusung konsep bahwa mendorong BAZNAS sebagai
regulator teknis dan pengawas bagi seluruh lembaga amil zakat di Indonesia
dengan alasan bahwa BA-?.IAS merupakan satu_satunya lembaga yang
dibentuk berdasarkan Keputusan hesiden (Kepprcs) dan karenanya BAZNAS
dapat dan hanrs bersikap independen.t
Dalam rentang waktu yang cukup lama yakni selama periode DpR
tahun 2004-2009 dan dilanjutkan periode 2009_2014 yang berlangsung selama
2 (dua) tahun upaya amandemen dengan penyusunan RUU pengelo laan z*at
yang baru berhasil disyahkan oleh DpR meskipun sebelumnya mengalami
beberapa kali perubahan konsep dan tarik menarik kepentingan yang sangat
kuat sehingga menjadi UU Nomor 23 Tahun 201I tentang pengelolaan Zakat
pada tanggal 27 Oktober 201 I yang memuat I I bab dan 47 pasal. Terdapat 4
(empat) poin besar yang menonjol dalam UU Nomor 23 lahun 20ll ini
meliputi:
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l. Pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara melalui BAZNAS, <lan
masyarakat dipcrkenankan secara mandiri mengelola atas izin dari
pemerintah melalui pertimbangan BAZNAS;
2. Pengelolaan zakat sccara nasional dilakukan oteh BAZNAS yang memiliki
hirarki dari pusat, propinsi hingga kabupatenAota (BAZDA dirubah
menjadi BAZNAS). Scmentara BAZ Kecamatan dirubah menjadi Unit
Pengumpul Zakat (JPZ) dan BAZNAS dapar membentuk WZ lainnya;
3. Anggota BA^A{AS terdiri dari delapan orang perwakilan masyarakat dan
tiga orang perwakilan pemerintah. perwakilan rnasyarakat terdiri dari ulam4
tenaga profesional dan tokoh masyarakag scdangkan perwakilan pemerintah
dari unsur kementerian terkait;
4. LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat dan wajib
melaporkan kegiatan pengelolau zakat yurg telah diaudit kepada BAZNAS
secara berkala.
Berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 201 I inilah BAZNAS
baik pusat hingga dacrah memiliki fungsi dan wewenang yang sangat strategis
dan cenderung kompteks. tidak hanya sebagai pengelola zakat namun
merangkap sebagai rcgulator dan pengawas bagi pengelolaan zakat secara
nasional baik yang dilakukan oleh BAZNAS scndiri dan terhadap LAZ-LAZ
yang ada di masyarakat.
Adapun BAZNAS secara organisasi iini mcmiliki hirarki sehagai
berikut:
l. BAZNAS Pusat
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Berkedudukan di Jakarta dengan keanggotaan berjumlah I I orang
terdiri dari unsur masyarakat sebanyak 8 orang (ulam4 tenaga
professional, dan tokoh masyarakat Islam) dan unsur pemerintah yang
ditunjuk dari Kementerian/Instansi yang berkaitan dengan pengelolaan
Zakat. Masa kerja anggota BAZNAS berlaku selama 5 (lima) tahun dan
dapat dipilih kembali untuk I (satu) kali masajabatan @asal g dan 9).
Pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS menjadi
otoritas hesiden atas usul Menteri Agama RJ dan khusus anggota
BAZNAS yang bcrasal dari unsur rna.syarakat diangkat atas dasar
pertimbangan Dewan Perwakilan Ralcyat terlebih dahulu (pasal l0).
BAZNAS bertugas mgngsl6la zakat secara nasional, namun UU
Nomor 23 Tahun 201I tidak menyebutkan komposisi jabatan dan rincian
tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar memberikan ruang gerak keleluasaan
dan kemandirian pada para anggota BAZNAS untuk menyrsun dan
menjalankan tugas kepengurusannya.e
2. BAZNAS Prophsi
BAZNAS Propinsi merupakan pelaksana pengetolaan zakx yang
berorientasi kewilayahan dan berkewajiban menyampaikan lapcran kepada
BAZNAS Pusat dan Pemcrintah Daerah secara berkalalo
Pengurus BAZNAS hovinsi dibentuk oleh menteri aias usul
Gubernur setelah mendapatkan pertit;bangan dari BAA{AS pusat. Ini
t KenelBig, .?ro1il LPZ . ,.op. cir. hal. I I
to lbid.,hat. t2
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dinaksudkan untuk mematangkan usulan yang akan diajukan kepada
Menrcri.
Komposisi dan rincian trgas kepengurusan BAZNAS pun tidak
dilelaskan secara gamblang dalam hsal l5 dan t6 UU Nomor 23 Tahun
201l. Untuk mengaritisipasinya dapat merujuk pada BAB )(I pasal ,14
yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan tentang
Pengelolaan Z*at dan p€raturan pelaksanaan UU Nomor 3g Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap bcrlaku
sepaqiang tidak bertentangan <iengan ketentuan dalam UU Nomor 23
Tahun 201 l.
3. BAZ-hIAS Kabupaten/Kota
BAZNAS Kabupaten/I(ota berada setingkat di bawah BAZNAS
Provinsi dan karenanya berkewajiban menyampaikan laporan kepada
BAZNAS Provinsi dan pemerintah kab/kota setempat.
Pembe ntukan BAZNAS provinsi maupun kabupatenrkob oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Gubemur atau
bupatitwalikota setelah mendapal pertimbangan BAZNAS. Jika tcmyata
bupati/walikota tidak mengusulkan pcmbentukan BAZIIAS provinsi atau
BAZNAS kabupatenAot4 Menteri atau p€jabat yang ditunjuk dapat
membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupatenrkoa setelah
mendapat pertimbangan BAZNAS. Ketentuan ini menunjukkan bahwa
Gubemur atau Bupati/Walikota tidak memiliki wewenang penuh
sebagaimana yang pemah diatur dalam UU Nomor 3g Tahun 201 l.
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Selanjuhya menurut pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2Ol l, BAZI{AS
Pusat, hopinsi dan kabupatenrkota dapat membentuk beberapa Unit
Pengumpul Z*^t (Un) pada instansi pemerintah, badan usaha milik
negar4 badan usaha milik daerall perusahaan swash, dan perwakilan
Republik Indonesia di luar negcri serta dapar membenhrk WZ We
tingkat kecamatan, kehnahan alau nama lainnya, dan ternpat Iainnya-
B. Kedudukan BAfiAS dalam UU Nomor 23 Tahun 20ll
'BAZNAS merupakan tembaga yang berwenang melakukan tugas
pengelolaan zakat secara nasional',
Dijelaskan pula dalam Ketentuan Umum UU Noinor 23 Tahun 201I
bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat
mandiri dan bertanggung jawab kepada prcsiden meralui Menteri daram hal ini
Menteri Agama Republik Indonesia dan juga kepada DpR RI paling sedikit I
kali dalam setahun. Ini menunjukan bahwa BAZNAS memiliki kedudukan
yang sangat strategis dan dominan dalam menentukan berhasil tidaknya
pencapaian tujuan pengeroraan zakat yakni nleningkatkan keadiran,
kesejahteraan masyarakat dan pena::ggulangan kemiskinan.r I
. - 
Ir Lihat penjelasan Umun UU Nomor 23 Tahun 201I &srtang pengelolaan Z*^t aleniakesatu dan kcempat
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Kedudukan BA.anAS dalam UU Nomor 23 Tahun 20ll tentang
Pengelolaan Zakat dapat diamati melalui pasal 6 berikut:
BAZTIAS benifat mandiri dimaksudkan untuk memberi keleluasaan
dalam menyusun kcpengurusan, dan membuat serta menjalankan program
pengelolaan zakat schingga mampu menjadi lembaga yang profesional. Datam
hal menyusun kepengurusan, UU Nomor 23 Tahun 20ll nampaknya hanya
menjelaskan jumlah personil keanggotaan, namun tidak menjelaskan stnrktur
kepengunrsarl komposisi dewan pertimbangan dan komisi pengawasan
sebagaimaoa pcmah diatur dalam UU No.3g Tahun 1999. Keb[iakan baru ini
lebih diberilon kepada BAZI,IAS sesuai dengan kebutuhannyat2 dan UU ini
mernbcrikan batasan syant bagi calon anggota BAZ-NAS yang termuat dalam
Pasal ll dan memuat hal-hal yang menyebabkan diberfientikannya anggota
BAZNAS dalam Pasal 12.
Adapun BAZI.IAS bersifat nonstukhrrai artinya tidak termasuk dalam
struktur organisasi Kementerian Agama RJ., khususnya Direktorat Jenderal
Bimas Islam yang sebelu-,nnya tcrlibar langsung dalam Kepengurusan
BAZ\iAS araupun BAZDA (dalam UU Nomor 38 Tahun 1999) yang dapat
mengakibatkan disfungsi BAZNAS.
Ketentuan UU Nomor 23 Tahun 20Il ini jelas berbeda jika
dibandingkan dangan kedudukan BAZNAS dalam UU Nomor 3E Tahun 1999
yang menempatkanBA.Zl,IAS pada posisi sejajar dengan Lcmbaga AfIlil Zakat
lainnya dalam firngsinya yakni mengumpulkan, mcndistribusikan dan
t7 Kemenag Rl, Profil LpZ ...-Op-Cir- ha!. I .
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BAZNAS sebagai lembaga negara/pemerintah yang independen
menunjukkan juga bahwa adanya peran negara baik secara langsung melalui
regulasi maupun tidak langsung melalui BAZNAS sebagai operator dan
teknisi. Keterlibatan negara dalam mengatur hubungan masyarakat apalagi
dengan tujuan keseja}teraan dan kemajuan bangsa tcntu tidak bisa diabaikan
begitu saja. Keberadaan hukum-hukum yang telah tercipta dan tersusun
tidaklah cukup untuk mengatur masyarakat, namun dibutuhkar: adanya
kekuatan eksekutif untuk memastikan hukum tersebur dapat diimprementasikan
secara baik di masyarakat.r3
Sejalan dengan pendapat ini, Francis Fukuyuma (sebagaimana dikutip
oleh Edi Suhano) dan juga Muhammad Hashim Kamali, menyiratkan bahwa
p€nm negara dalam kesejahteraan sosial, termasuk dalam pengelolaan zakat
memang harus dominan. Hal ini ditunjang pula oleh kenyataan sejarah dari
Sirah Nabawiyah dan kepemimpinan para khalifah yang memang mengelola
langsung zakat dari masyarakat.ra
Dalam banyak teori dan sejarah sebagaimana telah dijelaskan pada
Bab II di atas, menunjukkan berperannya pemerintah dalam menangani
berbagai persoalan bangsa dan ncgar4 baik melalui fungsi pcngaturan, fungsi
t' Gazi lnzyah, Op.Cir. ha! 132
,, rbid
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memberdayakan zakat Akibatnya masing-masing organisasi pengelola zakat
ini mengalami losr koordinasi dan pengawasan.
pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Terkait masalah zakat ketiga fungsi ini
mesti ada dan saling berfiubungan satu sama lain. Apatagi mengingat pranata
zakat sangat potensial dalam membantu mensejahterakan masyaraka! melalui
disribusi dan pendayagunaannya baik secara konsumtif apalagi produlrii
Hasilnya bahkan tidak hanya untuk umat muslim unsich, karcna konscp Islam
adalah rahmatan lil'aalamin begitupun segala syariat di dalamnya adalah
dalam rangka kemashlahatan seluruh alarn.
Disamping inl legtimasi kEterlibatan neg,ara datam pcrsoalan
pengelolaan zayar ini juga merujuk kcpada Konstiosi Negara Indonesia
khususnya Pasal 29 dan Pasal 34 ayat (t) UUD 1945. Konsep Negara
berketuhanan yang Maha Esa @asal 29 ayat (l)) mewajibkan negara melalui
perangkatnya untuk menjamin kemcrdekaan setiap penduduk dalam memcluk
dan menjalankan ibadah menurut agama masing-masing (pasal 29 ayat (2)).
Pranat^ z*at yang merupakan sendi Ibadah bagi Umat Islam khususnya di
lndonesia telah diakui dan difasilitasi secara hukum dalam rangka menunaikan
titah Pasal 29 ULJD 1945.
Adapun Pasal 34 ayat (l) yang berbunyi: ..fakir miskin dan anak-anak
yang terlantar dipelihara oleh negara. jelas sejalan dengan konsep zakat yang
memang mengusung rasa kemanusiaan dan kasih sayang dengan cara
mendermakan hana dari yang bcrlebihan (the have) kepada yang
membutuhkan (the hope) tidak hanya fakir, miskin, dan anak-anak terlantar,
bahkan amil (pengelola zakat), ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam
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rr Para-mustahik lainnya dalam kondisi khusus yang dianggap berhak mendapatkan zakatud"l+ T* jalanei gelandangaa pengemis, anak-anal puo" JfJfO korban bencana alanl
In.i" _1tn ryrt pcnganSgura& korbon kekaasaq dar p€l(crj. Scks Komersial (pSK). Baca
Pepag Rl, 2009. Parrduon pengemb@rgon Usoha bagt Mtclahiq, Jakarta: Dirjen S'irn* fiam,Dhektorat Pemberda)"an zak*hal. ll-12.
r" Nuruddin Mrd-Ari dalarn hhp://abumujahidah.blogspolcorn/2orzr l/zal€t-dan-
relevansi-pengelolaannya-oleh.hhl diskses tanigal 23 Juli 2Ol3
perjalanan), sabilillah (orang yang berjuang di jalan dan atas nama Allah
SWT), gharin (orang yang terlilit hutang), Muallaf (orang baru masuk Islam),
dan riqab (orang yang memerdekakan budak), sebagaimana biasa disebut
delapan asnafdalam Al-er'an Surat At Taubah ayat 60.'5
Adanya campur tangan negara datam pengelolaan zakat ini menurut
Nuruddin a& beberapa atasan:16
L Zakat hukumn)4a rmjib (impcratif) *mentara choityatau donasi hukumnya
mandub (sunnah). Pemungutan zakaf dapat dipaksakan berdasarkan finnan
Allah dalam surat al-Taubah (9) ayat tO3. Satu_satunya lembaga yang
mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu dalam sistcm
demokrasi adalah negara lewat perangkat pemerinlahan, seperti halnya
pengumpulan pajak maka zakat akan menjadi salah satu sumber penerimaan
negar:L
2. Potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar,
3. Z"akat manpunyai potensi untuk turut membantu pcncapaian sasaran
pembangunan nasional jika disalurkan s€cara terprogram dalam rencana
pembangunan nasional. Dalam periode tertentu, suatu negara membuat
rencana perilbang,rnan di berbagai bidang sekaligus perencan,ran
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angganumya. Potensi zakat yang cukup besar dan sasaran distribusi zakat
yang jelas seharusnya dapat sejalan dengan rencana pembangunan nasionat
torsebut
4. Sebagai pengintergra.si, sehingga dana z*at dapat disalurkan secara tepat,
efisien dan efektif yang pada akhimya mencapai tujuan zakat itu sendiri
seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5. Mcmbcrikan kontol kepada pcngclola negar4 sebab masuknya dana zakat
ke dalam perbendaharaan negara diharapkan akan mcnyadarkan mereka
bahwa di antara uang yang dikorupsi itu terdapat dqna zakat yang tidak
scpantasnya dikorupsi juga.
Scnada dengan pendapat di atas, Hidayatullah pun menguraikan
beberapa alasan pentingnya inlervensi negara atau pemerinah dalam
pengelolaan zaka! antara lain:r7
l. Zakat membawa kekuatan impcratif (kewaj iban) pemungutannya dapat
dipaksakan. Negara yang mempunyai otorias untuk melakukan
pemaksaaan sepcrti halnya pajalc karena negant mempunyai kekuatan
dengan perangkat pemerntahannya, dan didukung rcgulasi yang mengikat
dana z*^t akan mudah terkumpulkan, kemudian dapat menjadi bagian
pendapatan negara seperti halnya pajak;
htF/ /ww.uinjklac-id/-indcx.ph/scaion-,blog2&srtikcyl 4 l G.negara-dan-pengelolaan-zakal.html diakscs poda ranggat 23 Juli 2bi.
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2. Besarnya jumlah potensi twta zztkat yang belum tergali secara maksimal
mengharuskan menjadi perhatian negara;
3. Altematif pengentasan kemiskinan karena penggunaan dana ApBN
dan/atau APBD dirasakan belum cukup mengatasi tingginya angka
kemiskinan di negara ini;
4. Z*at untuk keadilan yang menjadi bagian prinsip dasar kenegaraan.
Persoalan kcadilan dan kesejahtcraan umum adalah persoalan srukural
yang tidak mungkin terjangkau secara merata tanpa melibatkan negara;
5. Pengelolaan zakat oleh ncgar4 dapat membangun jaringan kerja lebih
terarah, semakin mudah berkoordinasi, komunikasi dan informasi dengan
unit pengumpul ?*at (LAZ), sehingga pengentasan kemiskinan semakin
terarah, tepat guna dan tidak tumpang tindih dalam penyaluran dana zakat,
kepasian dan mendisipilinkan muzakki (wajib zakat) membayar zakat ke
lembaga semakin terjamin, sekaligus terbangun konsistensi lembaga
pengelola zakat bisa t€rjaga terus menerus karcna sudah ada sisrem yang
mengatur;
6. Pengelolaan zakat yang dilakukan negara dapat bersinergi dengan
semangat otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahtcraan masyarakat
daerah. Peran korrkrit pemerintah Daerah dalam mekanismc pengelolaan
zakat dengan menfasilitasi pembentukan Lembaga pengelolaan Zakat
(LPZ) di daerah, mcnetapkan susunan organisasi LpZ scsuai masing-
masing daerah, menempatkan aparatur pemda sebagai pengurus BAZ,
membantu biaya operasional LpZ dzr;l:rh setiap rahun. Dana z*at yang
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lerkumpul dari dacrah didisaibusikan kembali kepada daerahnya masing-
masing.
Dengan demikian dapat difahami bahwa BAZNAS dalam
kedudukannya sebagai lembaga negara mempunyai tugas yang besar dalam
mengemban misi mensejahterakan masyarakat dalam bingkai ibadah yang
mangusung konsep keadilan dan saling menghargai.
C. Pungsi BAZNAS dalam uU Nomor 23 Tahun 20t I
Dalam melaksanakan tugas selaku penyelenggara zakat secara
nasional, BAZNAS memiliki tanggung jawab menjalankan tiga firngsi terdiri
dari: percncanaan, pelaksanaarq pengendalian, dan pelaporan dalam hal
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 6 dan pasal 7
UUPZ).
Suukrur Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS hingga saat ini masih
belum <iisyahkan oleh Pemerintah sehingga belum dapat dikemukakan apakah
ada pcrbedaan dengan peraturan sebclum UUpZ 20ll ini berlaku. Mengacu
pada peratunn sebelumny4 yang dihrangkan dalam buku peunjuk teknis
pengelolaan zakat oleh Institut Manajen en Zalat (2001) bahwa Badan Amil
Z*^t tardin dari Dewan Pertimbangan, Komisi pengawas, dan Badan
Pelaksana dengan urian fungsi sebagai berikutrs
l. Dewan Pertimbangan menjalankan firngsi: mernberikan pertimbangan,
fatwg saran, dan rekomendasi kepada Badan pelaksana dan Komisi
tt Didin HafidhuddirL Za*d dat perekono,rrian U,rat....Op. Cit.,hal. l3t-132
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Pengawas dalam Pengelolaan Badan Amil Zakat meliputi aspek syari,ah
dan manajerial
2. Komisi Pcngawas berfungsi scbagai pengawas intemal lcmbaga atas
operasional kegiatan yang dilakukan Badan pelaksana
3. Badan Pclaksana berftrnsi sebagai pelaksana pengelolaan zakat dengan
tugas berik8:
a. Mcmbrut rcncana kerjE
b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakaf sesuai rencana kerja yang
tclah disyahkan dan scsuai dengan kcbijakan yang telah ditctapkan;
c. Menyusu laporan tahunan;
d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah;
e. Bertin&k dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil
Zakatkc dalan dan ke luar.
' Agar ketiga fungsi tersebut dapat berjalan sesuai prosedur dan aturan
yang diamanahkan dalam UUpZ, ada bcberapa hal yang digariskan oleh
Kementerian Agama RI agar diiadikan acuan setidaknya mengantisipasi
sebelum terbitnya Perahrran pelaksana dari UUpZ, yakni:te
l. Perencanaan yang matang
Percncanaan harus dilalo*an setidaknya 3 bulan sebelum
masuknya masa pelaksanaan program, dengan rncmilah antara perencanaan
pengumpulan, penditribusian dan pendalagunaan hart^ zak^t dan segala
sesuatu yang te*ait dengan ketiga kegiatan dimaksud yang terdfui dari
te Kemenag RI, Profrl llz.., Op.CiL, haj 19-26.
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r€ncaD8 progam kerja dan anggiaran biaya yang dibutuhkao yang masih
bersifat umum.
2. Pengorganisasian rcr*uktur
Maksudnya percncanaan yang sudah dibuat harus terorganisir
sccara matang dengan devisi dan atau bagian-bagian yang ada &lam
BAAnAS tenebut, tidak asal-asalan atau mendadak sehingga tidak
tcrlaksana secara maksimal. Antisipasi atas hal-hal yang memungkinkan
terjadinya perubahan r€ncanajuga patut diperhitungkan lebih awal.
3. Pelaksanaan tanggung jawab
BAZNAS selaku organisasi sosial keagamaan dan kemsyarakatan
memikul tanggung jawab besar baik vertikal maupun horizontal. Untuk itu
dalam melaksanakan firngsi ini, dibutuhkan tiga hal berikut:
a. Krcatifitas pcngumpulan, misalnya dengan gencar msnsosialisasikan
kewajiban dan hikmah zakag membuat dao mengatiliftan beberapa UpZ
di komunitas muslim muzakki, membuat event-cvcnt yang melibatkan
para aghniya dan sebagainya
b. Distribusi yang tcrcncima, baik untuk konsumtif maupun produktif
berdasarkan syariat Islam dan harus ada skala prioritas dengan
memperhatikan prinsip pemerataarl keadilan, dan kewilayahan (pasal
25 dan Pasal 26 LJIJPZ).
c. Pendayagunaan yang terprograrn dengan mempcrhatikan kondisi dan
perkembangan ekonomi para mustahik
4. Pengawasan rutin dan cvaluasi
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Pengawasan dan pembinaan terhadap BAZNAS secara
kelernbagaan menjadi wewcnang Mcnteri pada level nasional, ggbemur
pada level propinsi, dan bupatiA*,alikota untuk level kabupatcn/kota-
Dibuhrhkan pula tim khusus yang bertrgas mengaudit sistem pengelolaan
zakat baik adminisrasi maupun akuntansinya. Disamping itu, pasal 35
UUPZ menyebutkan bahwa masyarakat juga berperan serta dalartr
pcmbinaan dan pcngawasan terhadap BAZNAS.
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BABV
WEWENANG BAZIYAS TTRIIADAP I,AZ
A. BAZI{AS sebagai Pemegeng \ erenang
Salah satu gagasan besar penat&tn pengelolaan zakat yang tcrtuang
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20ll dan menjiwai keselunrhan
pasalnya adalah pengelolaan yang terintegp.si. Kata .terintegrasi- menjadi asas
yang meland"si kegiatan pengelolaan zakat ini, baik dilakutcan BAZNAS di
scmua tingkatan maupun Lcrnbaga Amil T,,,kat (LAZ) yang mendapat legalitas
sesuai ketentun perundang-undangan.
Integrasi dalam pengertian undang-undang dimaknai Didin
Hafudhuddin lebih relevan daripada ..sentralisasi,' terkait ketentuan pasal 6
TJUPZ di atas. Melalui intcgrasi pengelolaan z*ag dipastikan potensi dan
realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk
pcngentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari
sisi kinerja lembaga pengelolanya. Secara keseluruhan pasal-pasal dalam
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, mcrnberi
ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakar yang amanah,
profesional, transpararL akuntabel dan partisipatif.2o
- -_ - - 
a M. Fuad Nasar, M.Sc (Wakil Sdcaaris BAZNAS), .Irrresrari pengelol@n Zab posco
uu No. 23 Talan 201 l, dalam http/pusalb6zlas.go,idbcrira-artiliel/intcgrii-pengclolaan-za&a-
dalam-uu-no-23-tahu!20 I I
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Intcgmsi pengelolaan zakat menernpatkan BAaIAS sebagai
koordinator er-e dasar wewenang yang diberikan sesuai pasal 6 IIUIZ tersebut
Pengkoordinasian yang dilakukan BAUTIAS inilah yang ke depan akan
mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun
dari sisi kesesuaian syariah. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang
dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya sccara hukum menjadi kuat,
sehingga pnnsip dan tunhrnan syariah datam Al euran (eS At Taubah 9 : 103
dan 60) dapat terpenuhi.2r
Pencrnpatan BAZNAS sebagai pemcgang wewcnang tidak terlepas
dari pengalaman historis, dan makna filosofis yang melatarbelakanginya.
Berkaca pada [.IU Nomor 38 Tahun 1999 sebelumnya yang menempatkan
BAZNAS pada posisi sejajar dengan Lemb"g, Amil Zakat lainnya dalam
fungsinya yakni mengumpulkan, mendistribusikan dan memberdayakan zakat.
Akibatrya masing-masing organisasi pengelola zakat ini mengalami /ost
koordinasi dan pengawasan, sehingga pencapaian kesejahtenan masyarakat
secara keseluruhan yang diinginkan dalam UU tcrsebut menjadi sumir, atau
mungkin tidak merala dan sulit untuk dikalkulasikan. Akibatrya tujuan untuk
pelingkatan tarafdan tarifhidup masyarakat sulit tercapai dengan baik.
Secara filosofit BAZNAS menjadi alat bagi negara/pemerintah yang
bersifat independen menunjukkan pentingnya kekuatan eksekutif untuk
menjalankan perintah UUPZ baik secara langsung melalui regulasi maupun
" Ibid
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tidak langsung melalui BAZNAS sebagai op€rator dan teknisi. Keterlibatan
negara dalam pengelolaan zakat ini merrjadi penting tidak hanya dalam
pcrsfektif yuridis berlandas pada sunnah rasul dan praktek khalifah rasyidin,
terlcbih pentingrya dibentuk sistem zakat yang terorganisir, professional, dan
akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diemban para
amil.
B. Wewenang BAZNAS tcrhadap LAZ
Dalam kapasitasnya sebagai koordinator dan integmtor, BAZNAS
bcrtugas memonitor, mengawasi dan membina bahkan memberikan
pertimbangar/rekomendasi atas legalisasi lembaga-lembaga zakat yang ada di
seluruh Indonesia (Pasal I E ayat (2) hurufc).
Salah satu wewen:rng yang diberikan UU kepada BAZNAS selain
sebagai operator zakat yakni mempertegas sistem administratif legarisasi bagi
lembaga atau amil yang sedang atau yang akan melakukan kegiatan
pengelolaan zakat. Karcna menurut ketentuan pasal 17 UUp! posisi LAZ
dibawah koordinasi dan pengawasan BAZI{AS dan berfungsi sebagai
penyokong BAZNAS dalam menjalankan firngsinya secara nasional .
Lembaga Amil Zayat selaku pihak yang monbantu BAZ]{AS
bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat
disyaratkan harus dibentuk ar.r izin pejabat yang berwenang yakni Menteri
Agama atau Pejabat yang ditunjuk menteri (pasal lE ayat (l) IJIJpe. Adapun
beberapa syarat yang mesti dipenuhi terlebih dahulu untuk mendapatkan izin
torsebut sebagaimana dituangkan dalam pasal I E ayat (2) UUpZ adalah:
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l. Tcrdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola
bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
2. Berbcntuk lembaga berbadan hukum;
3. Mendapat rekomcndasi dari BAZ}.IAS;
4. Memiliki pengawas syariat;
5. Memiliki kemampuan teknis, administrati( dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatamya;
6. Bersifat nirlaba;
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kescjahtcraan umat;
dan
8. Berscdia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
Berdasarkan persyaratan di atas, BAZNAS berwenang memberikan
atau tidak memberikan rekomen.tasi bagi Lembaga Amil Zakat yang akan
mengurus izin sebagai LAZ resmi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila LAZ
tersebut tidak mengantongi lsl5smgn.tasi dari BAZNAS maka LAZ
bersangkutan secara adminisfatif tidak memenuhi persyaratan untuk
mendapatkan izin operasional sebgai LAZ yang apabila dilanggar maka
diancam Pidana sesuai Pasal 38 Joncto pasal 4l ULIPZ dengan dengan pidana
kurungan paling lama I (satu) tahun danlatau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Scmua persyaratan di atas wajib dipenuhi oleh para amil dengan
maksud antara lain: memudahkan p€ngalvasar dengan kewajiban Wa I-AZ
untuk mcnyampaikan laporan sccara rutin kepada BAZNAS sebagai
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koordinator. tlanya saja perlu dipcrjelas arah model integrasi dengan pola
koordinasasi tersebut berikut pula penegasan batasannya. Dalam kaitan ini,
mcnurut Didin Ilafidhddin (Ketua BAZNAS ) dan M. Fuad Nasar (Wakil
Seketaris BAZNAS), fimgsi koordinasi dan integrasi pengelotaan zakat perlu
dilihat dari empat persfektif,, yaitu:z
l. Untuk mengefektiftan fungsi koordinasi dan sinergi BAZNAS dan LAZ
dalam rangka akselcrasi pengumpulan, pendisfibusian, dan pendayagrmaan
zakat &lam skala nasional;
2. Untuk memberikan legalitas kepada BAAnAS dalam upaya membangun
sistem dan jaringan informasi pengelolaan zakat BAZDA dan LAZ ke
depan berkewajiban dan bahkan dapat dikenakan sanksi administratif
apabila terjadi penyimpangan;
3. Untuk mendorong pemerataan pembentukan Unit pengumpul Z*at (l)pZ)
BAZIIAS. Pada prinsipnya hanya BAZNAS yang memiliki kewenangan
untuk menghimpun zakat dari lingkungan Kementerian/Lembag4 BUMN,
Perwakilan RI di Luar Negeri, Satuan Kerja perangkat Daerah (SKpD),
BIJMD, Iingkungan mesjid, kecamatan, desa, dan lainJain melalui
pembentukan UpZ.
4. Uniuk menjalankan fokus pengumpulan s€rla sasaran pendistribusian dan
pendayagunaan zakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di
Indoncsia
fungsi-, ,. 
o.. hEp/hsrian-pelita.p€liraonlinc.com/c€t8v2ol3/09/1g/megetekti{kan
koordinasi-baaas#.Um3emx37N;N diskses ra.iggat 28 Oktober Zill-"
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BAB VI
PENERAPAN FUNGSI DA}I WEWENA}IG
BAZNAS KOTA PALANGKA RAYA
A. ProIiI Badan Amil Zakrt Kotr Palangka Raya
l. Sejarah Pembentukan Badan Amit Zakat Kota palangka Raya
Seiring dengan berlakunya UU Nomor 3g Tahun 1999
Pengelolaan Z*^\ Wafiemen Agama Rl (sckarang Kementerian
Agana RI) membentuk Badan Amil Z,al<art Daenh (BAZDA) Kota
Palangka Raya pada tahun 2000 sebagai pengganti Badan Arnil Z*^\
Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) yang masih merupakan bagian tata
organasisasi pemerintah di Departemen Agama Kota palangka Raya.
Pembentukan BAZDA Kota palangka Raya tersebut melibatkan
Majelis Ulama lndonesia (M[JI), Organisasi Keagamaan seperti
Nahdhatul Ulama (NU) dan pengurus Daerah Mumammadiyah Kota
Palangka Raya beserta beberapa tokoh masyarakat dan pemerintah daerah
Kota Palangka Raya Kepengurusan BAZDA Kota palangka Raya pun
terbentuk dengan dikeluarkannya Su:at Keputusaa (SK) Walikota
Palangka Raya Nomor: 460/l0O4nOOO untuk masa bakti 2000_2003
dengan personalia pengurus yang masih sangat te6atas s€bagai berikutr
Ketua : H. Ahmas Majdi Indi (Alrnarhum)
Wakil Ketua : Drs. H.M. Anshari Sapri
Seketaris : Drs. H. Muslimin (Kepala Seksi Urusan Agama
! Mrmmmar, hal. ,14
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Islam)
Wakil Sekrctaris : Dn H. Masdani
Setelah bcrakhir periode kepengurusa4 Kcpala Kantor
Departemed Agarna Kota palangka Raya setelah mendapat masulon dad
unsur MUI, Tokoh Organisasi NU dan Muhamrnadiyah maupun tokoh
masyarakat lainnya di tingkat Kota palangka Raya mengusulkan
komposisi dan pcrsonalia kepcngurusan BAZDA Kota palangka Raya
untuk masa bhakti 2003-2006. Usutan tersebut kemudian disyahkan oleh
Walikota Palangka Raya dengan SK Nomor 155 Tahun 2003 tanggal 14
Oktober 2003 dengan susunan sebagai berikut:2a
Ketua Badan Pertirnbangan : H. M. Syaili Mochtar
Ketua Badan Pengawas : H. Abu Sadikin
Ketua : Drs. H. Anshari Sapri
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Setslah
: Dn. H.Supriyanto
: Drs. H, Masdani
: Drs. Supiani
berakhir masa kepengurusan 2003-2007, kembali
dibentuk kepengurusan baru untuk masa periode 2007-2010 dengan
Keputusan Walikota palangka Raya Nomor g0 Tahun 2007 tanggal lg
Maret 2007 tentang Perctapan pengurus Badan Amil Z*^t (BAZ) Kota
Palangka Raya dengan komposisi dan personalia yang lebih lengkap
?a Laporan Sekilas tentang B..-Z Kota palangka Raya: 2007, tt
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sesuai ketentuan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat
yakni sebagai berikut25
l. Penanggung Jawrb: Walikota patangka Raya
2. Dewan Pertimbangan
Ketua : Drs. H. Masrani Arsyad (Kakandepag Kora
Palangka Raya)Sekretaris : Drs. H. Masdani (Kasi peny. Haji & Umrah Depag
Kota Palangka Raya)
Wakil Selcetaris: Drs H. Zainur Rahmi (Kepala Dinas Sosial Kota
Palangka Raya)Anggota : l. KII. Syarkawi, AA (Ketua MUI Kota palangka
F.aya)
2. Drs. KH. Anwar Isa, Lc (fokoh Agama)
3. H. Abu Sadikin (Iokoh Masyarakat)
3. Komisi Pengawas
Ketua : Drs. H. Djambran Kumiawan (Waket DpRD Kota
Palangka Raya)
Wakil Ketua : Junaidi, S.Ag (Arggota DpRD Kora palangka
Raya)
Sekrctaris : H- Zulis Sujiono, SE (Kasubbag TU Depag Kotapalangka Raya)
Wakil Sekretaris : Drs. H. Mahlani Ahmad (Masyarakat)Anggora : l. H.M. Muksin (masyarakat)
2. Drs. H. Syahdin Hasan (masyarakat)
3. Drs.H.M. Anshari Sapri @inas Kesehatan
hopinsi Kalimantan Tengah)
4. Badan Pelaksana
Ketua : H.M. Saily Mochrar, SE.,MT (Wakil Walikota
Palangka Raya)
Wakil Ketua : Dra Hj. Jamilah ya'kub (Asisten I Sekda Kora
Palangka Raya)
Wakil Ketua II : Drs.H. Burhan,rddi, MM. (Ka. Dinas perindagkop
Kota palangka Raya)Sekretaris : Drs. Misbah, M.pd (Kasi Mapenda Islam Depag
Kota palangka Raya)
Sekretaris I : H. Ibnu Suub Buhan (peny. Z.akat & Walaf Depag
Kota palangka Raya)
Sekretaris II : Hj. Windarti, SAg (Staf panamas Depag Koa
- 
5 Pcngnns BAZ Kota palangh Raya 2007. Lopron Kegiaror, BAZ Kou, potar$taR1y4 Lp.,$.
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Bendahara
Palangka Raya)
: Ismail Maranki, SE (Staf Peny. Z*^t &Wak^f
Depag Kota Palangka Raya)
5. Scllsi-selrsi
l. Seksi Pengumpulan
Kepala : Drs. H. Muhammad (Kasi Urais Depag Kota
Palangka Raya)
Sekretaris : Nurjannall S,Ag (Kasi pekapontren Depag Kota
Palangka Raya)
Anggota : l. Mohdiannoor Hadi, S.Ag (Kasi Urais Depag
Kota palangka Raya)
. 
2. Drs. Masduqi (Kcpsek MIN Kalampangan)
3. Drs. H. Ardiansyah @engawas Agama Islam
Depag Kota palangka Raya)
4. H. Syafi'I Aslam (Jlama/masyarakat)
2. Seksi Pendistribusian
: Drs. Adri Nasution (Kasi panamas Depag Kota
Palangka Raya)
: H. Noerbek (Pengawas Agama Islam Depag Kota
Palangka Raya)
: l. H. Katna F. Dirun (Kesra Setda Kota palangka
Raya)
2. H.R.Bardansya[ SE @inas Sosial Kota
Palangka Raya)
3. H. Maksum, S.Fil.I (Staf panamas Depag Kota
Palangka Raya)
4. Ahmad Basyir (StafUrais Depag Kota palangka
Raya)
Berdasarkan personalia kepengurusan BAZ Kota palangka Raya
periode 2007-2010 di atas nampak masih didominasi oleh para pegawai di
lingkungan Departemen Agama Kota palangka Raya dan dari bebcrapa
instansi terkait yang nota bene memiliki tupoksi (tugas pokok dan firngsi)
yang penting dan strategis di instansi masing-masing pada mat itu.
Kepala
Sekretaris
Anggota
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26Sestai Pasal 6 syst (2) huruf c UU Nomor 3t Tahun 1999 bahwa pembcntukan BadanAmil Zakat dr6ah katupotctl at u kota oleh bupati atau wslikota atas usul Kcpala Kantor
Deportemen Agama Kabupatel atau kota"
2' Larr4riran Keputusan Walikota palangka Rsya Nomor l7t Tahun 201I.
Berlanjut hingga akhir p€riode, kepcngurusan BAZ Kota
Falangka Raya untuk periode 201 l-2014 pun dibcntuk dengan personalia
dan komposisi kepengurusan yang akan diielaskan selanjuurya
2. Pengurus dan Pengelola
Kepengurusan yang saat ini masih berjalan telah dikukuhkan pada
.^rggal 24 Mei 201 I serclah sebelumnya diusulkan oleh Kepala Kantor
Kernenterian Agama Kota Palangka Raya kcpada Walikota palangka
Raya dengan Surat Nomor Kd. 15.06rlBA.$An47n|ll tanggal 19
Mei 201 l. Mcnindaklanjuti itu, Walikora palangka Raya menyetujui
dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota palangka Raya Nomor
178 Tahun 201 I tcntang Pengurus Badan Amil Zakat Dacrah (BAZDA)
Kota Palangka Raya Masa Bhakti Tahun 201 l-2014.%
Salah satu dasar hukum yang dirujuk dalam Keputusan Walikota
Palangka Raya adalah UU Nomor 38 Tahun 1999 tenrang pengelolaan
Zakat. Untuk itu, prosedur pembentukan, p€nentuan komposisi dan
personalia masih mengacu pada UU Nomor 3g Tahun 1999 dan berikut
peraturan pelaksananya. Adapun struktur kepengurusan dimaksud adalah
sebagai berikut:2'
A. DEWANPERTIMBANGAN
l. Ketua : H. M. Riban Satia (Walikota palangka Raya)2. Wakil Keoa : Drs. H. Baihaqi, M.Ap. (Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota palangka Raya)3. Sekretaris : Drs. H. Mahlani
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: Ahmad Sabur Karira S.Pd
: l. KH. Zainal Arifin (Ketua MUI Kota palangka
Raya)
2. Drs. H. Zaini Majidi (Tokoh Agama)
3. M. Zuhri, S.HI (Tokoh
B. KOMtrIIPENGAWAS
l. Ketua : Drs. H. Zainur Rakhmani
2. Wakil Ketua : Drs.H. Misbah, M.Ag @NS Kemenag Kota
Palangka Raya)
3. Seketaris : Hj. Nurdjanna[ S.Ag @NS Kemenang Kota
Palangka Raya)
4. WaSclaetaris: Dn. Hj. Susitowati
5. Anggota : l. Drs. H. Anwar Isa, Ir (MUf)
2. H. Ramli A. Ghani, M.Hi (fokoh masyarakat)
3. H.Aswadi HAS (tokoh Masyarakat)
C. BADANPELAKSANA
l. Kenu : Drs. H. Supriyanto (Kepala Dinas Sosial Kota
Palangka Raya)
2. Wakil Ketua : H. Sugiarno, A.ks (Kabag Kesra pemerintah Kota
Palangka Raya)
3. Sekretaris : H. Muhdianor Hadi, S.4,g (Kasi penyelenggaran
Syari'ah Kernanag Kota palangka Raya)
4. WaSekretaris: Sugianto, ST (Anggota DpRD Kota palangka
Raya)
5. Bendahara : M. Nurdin, S.E (Staf Mapenda Kemenag Kota
Palangka Raya)
4. Wa Sck
5. Anggota
D. SEKSI.SEKSI
l. Seksi Pcngumpulan
2. Seksi Penyaluran
a. Ketua : Drs. H. Tuani (sekarang KaKanenag
Kab. Barito Utara)
b. Sekrctaris : Rus'ansyalr, S.Ag (sekarang Kepala MTs An Nuur
Palangka Raya)
c. Anggota : l. H. RD. Bardansyah, SE.
2. H.M. Al chifari (Da,i)
3. Rahmat Fauzi, S.Sos.I (Staf Kemenag hopinsi
Kalimantan Tengah)
l. Ketua : Drs. H. Muhammad
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2. Sekretaris: Hj. Windarti, S. Ag (pNS Kemcnang Kota
Palangka F.aya)
3. Anggota : l. Iin Purwantini, S.E (PNS Kemenag Kota
Palangka Raya)
2. Hj. Nanik Mulyati, A.lvla (staf Seksi
Penyelenggaraan Syari,ah Kemenag Kota
Palangka Raya)
3. Ismail Marzuki, SE (pNS Kemenag Kora
Palangka Raya)
3. Seksi Pendayagunaan
l. Ketua : Drs. H. Masdani @NS Kemenag Kota
Palangka p.aya)
2. Sekrcaris: M. Anshar, S. Sos.I @NS Kemenag Kota
Palangka Raya)
3. Anggota : l. M. Ali Muttaqq S.E @NS Kemenag Kuta
Palangka F.aya)
2. M. Anshori, S.Sos.I (pNS Kemenag Kota
palangka Raya)
3. Aan Nuhanita, SE @NS Kemenag Kotapalangka Raya)
Apabila dipcrhatikaru nama BAZDA dan struktur kepengunrsan
di aas menunjukkan bahwa BAZDA Kota palangka Raya masih merujuk
pada UU Nomor 38 Tahun 1999 dimana sebagian besar pengurus
merupakan aparatur pemerintah ditambah dari beberapa unsur Tokoh
Agama dan Masyarakat. Hal ini mcngacu pada pasal 6 ayat (5) yang
menyatakan bahwa: '.pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur
masyarakat dan pemerintah yang memoruhi persyaratan tertentu,,, dan
struktumya terdiri atas unsur pertimbangan, unsur petrgawas dan unsur
pelaksana (Pasal 6 ayat (6)).
Kepengurusan masih bertaku hingga sekarang dan belum
dilakukan perubahan, sebab meskipun UU Nomor 23 Tahun 20ll telah
berlaku namun mengingat bclum adanya peraturan petaksananyq maka
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mengacu pada Kerentuan Peralihan pasal 43 ayat (2) UU Nomor 23
Tahun 201 I yang berbunyi:2t
Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat
Daerah kabupaten/kota yang t€lah ada sebelum Undang_
Undang ini berlaku teap irenjalankan n ** a-- t nli
sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS lobuparcnAJta
sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang_
Undang ini
Hingga saar iri BAZDA Kota palangka Raya belum memiliki
kantor sendiri sejak awal terbentuknya. Kantor sekretariatnya masih
bertempat di Kantor Konenag Kota palangka Raya jalan AIS Nasution
Iiomor 6, tepatnya di ruang seksi penyelenggara Syari,ah Kemenang
Kota Palangka Raya dengan nomor t€lpon 0536 33g5319. Disamping itu,
dalam rangka sosialisasi secara online BAZDA Kota pal3r,gl€ Raya telah
- 
2'Wau,ancara dcngao D.s. H. Suprilanto (Kcba DAZDA Kota palaflgka Raya) pada
tanggal 4 Scptemb6 2013
D Wawancara di ruang sekrctariat BAZDA Kota palangka Raya pad. tanggal 30 Juli
Untuk mcmbantu adminisfasi pelaksanaan program, BAZDA
Kota Palangka Raya mengangkat I (satu) orang tenaga administatiflsaf
yang bcrnama Norainah (24 tahun) pada tahun 2012. pengangkatan staf
ini mcnurur Muhdiannur Hadi (Sekrctaris BAZDA Kota palangka Raya)
discbabkan kesibukan para pengurus BAZDA Kota palangka Raya yang
memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada instansi/lembaga
ataupun pekerjaan masing-masing.2e
3. Sekretariat
20t3
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membuat blog dengan alnat bohotapolatgkoayo.blogspot.cot4 namwr
sejak tahun 2012 hngga sekarang belum bisa diahiftan karena belum
adanya petugas yang mampu dan mempunyai waktu untuk
mengelolanya-{
B. Pelaksanaan X'ungsi BAZNAS Kota palangka Raya
BA7r)A (BAZ{AS) Kora palangka Raya sebagai lembaga yang
dibentuk atas perintah uu merniliki tugas dan fungsi tersendiri dararn rangka
mewujudkan tujuan pengclolaan zakat sebagaimana tcrFJang dalam pasal 3
UU Nomor 23 Tahrm 201 I yakni meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pelayanan dalam pengetolaan zakat; dan meningkatkan kesadaran manfaat
zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulang,an
kemiskinan. Untuk itu dibuohkan strategi dan manajemen yang tercncan4
dan terarah agar hasil yang diharapkan dapat maksimal dan dapat
dipcrtangunglawabkan baik secara moral maupun hukum.
Apabila mengacu pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 201 l, terdapat
empat fungsi yang harus dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat baik tingkat
nasional maupun daerah. Keempat fungsi dimaksud adalah fungsi
perBncanaan, pclaksanaan, pengendalian, dan petaporan dalam pelaksanaan
pengelolaan zakat (pengumpulan, pendisfibusian, aan pendayagunaan
z*at.3l
'o tbi,L
It Pasat 7 aysf (!) UU Nornor 23 Tahutr 201I tcntang pcngelolaan Zlkal
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b. Meningkatkan kesadaran umat Islam di Kota palangka Raya dalam
berzakag berinfak dan bersedekah;
c. Meningkatnya nilai bcsaran pengumpul ZIS baik dari lingkungan
SKPD Pemkot, sekolah-sekolah, perusahaan, UpZ mesjid/mushalta
dan warga masyarakat muslim perorang:
d. Terwujudnya pcndayaguna:n dana z*ag infzrk dan sodekah secara
professional, tepat guna dan tepat sasaran;
. 
12 Wawancara kepada Seketaris dan Be[dah ara BAZDA Kota palangka Rays dilakukanpada tanggal 30 Juni 2013 pukur 09.15-r L47 wB di r,ang seraetarian BAzbA K;ta paran8ka
laya dan walalgara dcngan Kctua 
_BAZDA Kota patangla Raya dilakutan pua" t rggJ IScptqnb€r 2013 di ruang kerjr Kc?sla Dinas Sosia.l Kota pal;gks Iiaya
Berdasarkan hasil penelusuran melalui obseryasi, wawancara dan
dokumentasi, dapat diuraikan pelaksanaan keempat fungsi BAZNAS di
BAZDA Kota Palangka Raya sebagai berikut:
l. Fungsri Perencenaan
BA.DA Kota Palangka Raya periode 20ll-2014 memiliki
program kerja jangka panjane Q0ll-2014) dan program kerja tahunan
yang mengacu pada konsep 8 asnaf mustahiq. Hal ini dinyatakan cleh
Ketua dan Sekretaris B/ZDA Kota patangka Raya 32, namun diakui
bahwa secara administratif program kerja tersebut tidak terinyentaris
secara baik dan lengkap dalam file khusus. Secara lisan disampaikan
bahwa program kerja BAZDA Kota palangka Raya secara umum adalah
melaksanakan Program Perencanaan, pcngumpulan, pendistribusian, dan
Pendayagunaan Zakat lnfaqdan Sedekah secara professional, transparan,
dan amanah. hogram Kerja tersebut dimngkai dalam beberapa tujuan
yang ingin dicapai setiap tahunnya scbagai berikut:
a. Mewujudkan Organisasi BAZ yang professional, tamparan, dan
amanah;
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e.
Fungsi pelaksanaan pengelolaan zakat melipwi pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat Dalam hal pengumpulan,
objek yang dikclola BAZDA Kota palangka Raya tidak hutya zakat
namun meliputi pula infak dan shadaqah. Ada beberapa tahapan yang
dilakukan Pengurus BAZDA Kota palarrgka Raya dalam melakukan
pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah yalari sebagai berikut:
a. Publikasi
BADA Kota palangka Raya sangat minim dalam hal
publikasi dengan alasan tidak tersedianya dana operasional dari
pemerintah kota palangka Raya, Menurut sekretaris BAZDA Kota
Palangka Ray4 sclama pcriodc 201 I-2014 belum pcmah mcmperoleh
dana operasional. pengajuan proposal pemah diajukan pada tahun
20ll d^n 2012 namun tcrkendala komunikasi dan koordinasi sehingga
budget belum tersedia untuk BAZDA Kota palangka Raya Krtiadaan
dana operasional inipun disebabkan minimnya perolehan dana z;rkrrt
schingga hak amil terpaksa ditiadakan.
Publikasi hanya dilakukan pada saat menjelang dan masa bulan
Ramadhan dengan hanya berupa spanduk yang disebar di dua tanpar
Pemb.angunan 
- 
sumber daya manusia penerima/mustahik yang
memiliki daya--kompctitif dan turut serta mencerdaskan sumber dayayang terdidik. 13
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2. Furgsi Pelaksanten
3r Laporan keEaan BAZDA Kot! palangk! R8ya Tahun 20 I 2 dan 20 13
yakni di pasar bsar dan di pasar wadai Ramadhan. Sementam
blogspot yang telah dibuat pada awal tahun 201 I oleh mantan
karyawan BAZDA Kota Palangka Raya hanya aktif hingga tahun
2012 dan saat ini tidak aktif disebabkan tidak adanya pengurus
ataupun pengelola BAZDA Kota palangka Raya yang memiliki
keterampilan intemet dan tentunya waktu yang tidak memungkinkan
bagi para pengurus yang juga memiliki pekerjaan utama di Empat
kerjanya masing-masing.
b. Pcnbentukan dan Pengektifen UpZ
Untuk membantu pelaksanaan program, BAZDA Kota
Palangka Raya tetah membantuk WZ yatg hingga saat ini berjumlah
I 12 dengan rincian: 65 WZ pada Sekolah Agama, 25 WZ di
dinaVintansi Satuan Kerja perangkat Daerah (SKpD), dan 22 WZ
pada sekolah umum. Menurut pengakuan Ketua dan Sekretaris
BAZD.A Kota Palangka Ray4 belum semua UpZ dapat melaksanakan
tugasnya sccara maksimal. Untuk itll Wdikota palangka Raya selaku
pemerintah dan Ketua Badan pertimban gan BADA Kota palangka
Raya mcngeluarkan Keputusan Nomor lg0/61lHuk/2013 tentang
Pembentukan/A.lrCivasi Unit pengumpulan Z_akat (JW) pda
Dinas/Badary'Kantor dan Perusahaan Daerah di Lingkungan
Pemerintab Kota Palangka Raya.
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Upaya yang dilakukan dalam pengumpulan zaka\ infaq, dan
sedekah dilakukan dalam beberapa car4 diantaranya: mcmbuat kupon
infak dan sedekah yang disebar di seluruh Madrasah tingkat dasar
hingga menengah atas yang berjumtah 65 sekotah dan mulai
dikembangkan kc Sckolah Umum yang hingga saat ini jumlahnya
mencapai 22 sckolah. Kupon-kupon tersebut nantinya dikelola oleh
masing-masing sckolah yang telah tunjuk sebagai WZ dan dilaporkan
kepada BADA Kota Patangka Raya setiap bulan. Hat yang sama
juga dilakukan oleh UPZ dibeberapa Instansi di wilayah Kota
Palangka Raya yang jumlahnya 25 UpZ.r
Selain inr, BAZDA Kota palangka Raya juga membuka
layanan jemput zakat melalui nomor telepon (0536) 33g5319 dan
layanan hitung z*d melalui nomor Ogl34g7}6gil} dan
0E5251185299 atau para muzakki 
_dapat langsung konsultasi ke
sckretariat BAZDA Kota palangka Ray a.
Meskipun beberapa upaya pengumpulan telah dilakulan,
perolehan zakat masih sangat sedikit dibandingka infaq dan sadaqah.
Menurut Supriyanto kendalanya pada publikasi yang belum gencar
dan maksimal, sebingga zakat terutama hanya dipcroleh dari para
1 D,okument si BAZDA Kofa patangka Ray4 Juli 2Ol3
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c Teklik Pcngrmpulan
Setclah melatcukan pcngumpulaq BADA Kota palangka Raya
melalorkan disfibusi zakat dan pendayagunaan infaq dan sedekah dengan
peruntukan dan proporsi yang dibedakan. pendisribusian dan
pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah yang telah diperoleh dilakukan
dengan cara:
a. Pengelolaan dana zakat yang disalurkan langsung (harus habis) untuk :
l) Beasiswa fakir miskin
2) Paka dhua'afa
3) Santunan Muallaf
4) Santunan bagi Musaffir
5) Bantuan ibadah sosial
6) Santunan bagi orang yang sakit
b. Pengelolaan dana infak dan sedekah yang diprodultiftan berupa:
simpan pinjam bergulir untuk Usaha Kecil dan Mencngah yang hingga
!t \Yawancara pada tanggal 4 Septemb.r 2Ol3
r Wawancara pada tanggal 30 Juni 2013
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muzakki yang sudah dikenat dan mudah berkomunikasi dengan
pengrrus setiap tahunnyal5
Aktivitas pcngumpulan zakat, infaq dan sadaqah tcrsebut
diakui oleh H. Muhdiannur lebih banyak dilakukan pada bulan
Ramadhan hingga hari Raya Udul Fitri karena sudah menjadi
kebiasaan masyarakat muslim dalam rangka mcndapat pahala yang
berlipar ganda pada bulan tersebut36
tahun 2013 berjunlah 70 LJKM dan masing-masing diberi pinjaman
sob€sar antara Rp. l, 5 juta hingga Rp. 2 juta-
c. Pengembangan dan Pembinaan Unit pengumpul Zakat (WZ) di
beberapa SKPD di lingkungan Kota palangka Raya. Untuk ini,
BAZDA Kota Palangka Raya bekerjasama dengan Kemenag Kota
Palangka Raya yang memiliki dana untuk program yang sama.
d. Pembinaan dan Pengawasan Lembaga pengelola Zakat lainnya seperti
amil-amil mesjid dan sekolah-sekolah.
Dao,a Zakat langsung disalurkan kepada para musrahiq (beasiswa
untuk siswa dan mahasiswa misi<iry santunan dan pembinaan muallaf dan
bantuan musafir) agar langsung habis (secara konsumtif) berupa uang atau
barang sembako tergantung keinginan para muzakki. penentuan mustahiq
zakat ini dilakukan dengan strategi: l. para mustahiq dipilih sendiri oleh
mustahiq, agar muzakki yakin zakatrya diterima oleh para mustahiq di
sekitar tempat tinggalnyq sedangkan BAZDA menyiapkan paket_paket
zakanrya 2. Mustahiq ditentukan oleh BAZDA Kota palangka Ray4
apabila muzakki mengamanahkan sccara penuh, 3. Mustahiq disiapkan
secara bersama-sama oleh muzakki dan BAZDA Kota pdangka Raya
Adapun dana infaq dan shadaqah yang jumlah masuknya lebih
banyak dibanding dana zak4 didistribusikan dan diberdayagunakan
kepada mustahiq seperti dana bergulir (secara produktif) untuk pedagang
kecil (penjual bakso gerobalq penjual gorengan dll).
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3. Fungsi Pengendallan
Fungsi pengendalian bagi BAZDA Kota palangka Raya yang
dilakukan secara intcmal maupun ekstemal selama periode 201l-2013
nampaknya dilaksanakan cukup baik. Secara Internal, pengendalian
dilakukan oleh Badan Pclaksana (yang aktif) yakni antara Ketu4
Sekretaris dan Bendahara yang saling berkomunikasi dalam pelaksanaan
prcgram terutama menyangkut pcngelolaan dana zakat, infaq maupun
sadaqah yang masuk ke B,AZD.A Kota palangka F.aya HaI ini nampak
dari kescpahaman dan kekompakan mereka dalam memberikan kornentar.
Sedangkan secara e*temal, pengamatan dan pengawasan serta pembinaan
dilakukan oleh Badan Pertimbangan yakni Walikota palangka Raya dan
Kepala Kemenag Kota Palangka Raya.
4. Fungsi Pelaporao
Laporan pelakanann program dan keuangan disampaikan secara
tertulis setiap triwulan kepada Walikoa patangka Ray4 BAZDA
Propinsi Kalimantan Tengah, Kemenag Kota palangka Ray4 dan para
muzakki. Secara administratif pengurus sangat terbantu dengan ad:nya
tenaga honorer lepas semenjak tahun 201I yang membuat laporan secara
rutin kepada semua pihak yang terkait tersebut Namun hasil penclusuran
yang tersedia hanya laporan tahun 20t2 dan 2013 triwulan I dan tr.
Sementan lapvran tahun 201I menunrt Sekrctaris dan Bendahara sudalr
lengkap hanya saja pengarsipan yang kurang rapi disebabkan adanya
a2
perpindahan ruang BAZDA pada awal tahun 20ll schingga beberapa
data dan anip BAZDA sulit ditemukan.
Adapun dafa perolehan zaka( infaq, dan saaaqah pada tahun
2012 hingga bulan Juni 2013 dapat dipaparkan berikut3?
NO Penerimaan 2012 2013(hingga Bulan Juui)
I Infak dan Sedekatr Rp. 68.096.300 Rp.8.949.000
) Zak^tMa l Rp.l19.100.000 Rp.5.717.200
J Zakat Profesi Rp. 1.143.750 Rp. 200.000
C. Penerapan Weweneng BAZNAS Kota palangka Reya terhadap LAZ
Wewenang secara umum yang diberikan kepada BAZNAS selain
melaksanakan 3 (tiga) fungsi rcrsebut di atas, secara khusus sebagai
koordinator atas penyelenggaraan zakat secara nasional. Dalam kapasitasnya
sebagai koordinator dan pembina amil_amil di masyaraka! diakui belum
mampu ditegakkan secara tegas termasuk dalam hal penertiban izin bagi
LAZ-LAZ sebagaimana diamanatkan dalam pasal lg ayat e) WpZ d:tmana
BAZDA diberikan wewenang memhrikan rekomendasi atas dasar kelayakan
bagi LAZ-LAZ tcrs€but. Hat yang me4iadi pcrtiminngan adalah pola
kebiasaan masyara&at yang susah untuk dirubah misalnya memberikan zakat
kepada ustadz atau guru setempat, amil-amil mcsjid terdekat tanpa
memperdulikan Icgalitasnya. Upaya persuasif pun dilakukan secara perlahan
^^']^*ry"y keSiaran BAZDA-KoJa palangka RayE SlemelEr I rahu 2012, Semester IIrahun 2012, d8n semesrer I rshun 20r3. unt* r"sr- tar,un ioiiiarl r"rur,* penuris sebabpcngaripan yang masih pertu pcDrbcnaha!
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sciring bet'alannya waktu hingga sistem zakat secara nasional tclah dirancang
dengan bailq jelas dan tegas mglalu; Peratgran pelaksana UUpZ nantinya.3s
Upaya lain yang dilakukan BAZDA Kota palangka Raya dalam
menjalankan fungsinya sebagai koordinator tersebut adalah:3e
l. Pembinaan UPZ dikalartgn pNS dari beberapa SKPD di Kota palangka
Raya yang sesungguhnya merupakan program kerja kernenag Kota
Palangka Raya
2. LJPZ masyakarat hampir tidak ada, kecuali amil-amil di beberapa mesjid
dan mushalla dengan mengirim blanko laporan agar diisi dan dilaporkan
kepada BAZDA Kota palangka Raya. Aktifitas arnil_amil ini pada
umumnya hanya pada Bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Firri dan
zakat yang diperoleh pun didominasi berupa zakat fitrah.
Berdasarkan uraian di ataq segala fungsi dan wewenang yang dimiliki
oleh BADZA Kota Palangka Raya dalam menjalankan :rmanat UU Nomor 23
Tahun 20ll tentang Pengelol aan Zalctt nampaknya secara kcseluruhan belum
mampu dilaksanakan secara maksimal. Di satu sisi, BAZDA Kota palangka Raya
dalam kapasitasnya sebagai amil, bertugas mengumpulka4 mendistribusikan dan
mendayagunakan dana zaka! infak dan sedekah yang sangat membutuhkan
manajemen, loyalitas, totalitas dan kreatilitas yang tinggi agar dapat dijalankan
secara bail dan memperoleh hasil yang maksimal demi kescjahteraan umat
Sementara hal ini sulit dijangkau discbabkan para pengurus BAjZDA Kota
Wawancara dengan Ketua dsn Sekr€taris BAZDA Kota palsn gaRay\ OACiL
te tbid.
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Palangka Raya juga memiliki jabatan d.r tugus urgen pada instansi/lembaganya
masing-masing sehingga mempenganrhi konsentasi dan waktunya unhrk
mcngelola zakat di BAZDA Kota patangka Raya
Sisi yang lain dalam kapasitasnya sebagai koordinalor, BAZDA Kota
Palangka Raya dituntut untuk bekcrjasama sekaligus membina dan mcngawasi
kinetja WZ 
-UpZ yang telah dibcntuknya berihtr LAZ_I-AZ yang ada di Kota
Palangka Raya hingga pada ranah proscs lcgalitas masing-masing LAZ tersebut
Untuk ini, Kehra dan Sekretaris BAZDA Kota palangka Raya mengaku bclum
dapat menerapkan secara masif kctcntuan pasal lg aya- (2) UUpZ karcna
membutuhkan pendckaan persuasif dan sosialisasi yang lebih gencar untuk
menyamakan visi dan misi tentang pcngelolaan zakat dalam UUpZ. Kendalanya
yang paling utama belum tersedianya d"na operasional baik dari pemerintah Kota
Palangka Raya maupun dari bagian amil di BAZDA Kota palangka Raya yang
nominal perolehan dana zakahya sangat minim tersebut, disamping pula
kesibukan semua pengurus pada instansidembaganya masing_masing.
Menanggapi besamya beban fiugsi dan wewenang tersebut, Ketua
BAZDA Kota Palangka Raya menginginkan bahwa scbaiknya BAZNAS hanya
diposisikan sebagai koordinatcr dan rcgulator saj4 sedangkan pengelolaan zakat
difokuskan pada l,AZ dar. WZ di lingkungannya masing_masing sccara mandfi.
Hal ini bertujuan agar BAZNAS dapat secara totaliras dan fokus mengatur,
membla, mcngawasi, dan mengendalikan kcseluruhan pelaksanaan pengctolaan
zakat yang dilakukan LAZ dan UpZ tersebut
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Terlebih apabila bertolak dari sejarah ketidakbcrhasitan membangun
sistem penakatan nasional pada masa berlakunya UU Nomor 3g Tahun 1999
tentang Pengelol aan Z*a\ dimana menurut pendapat Asep Saepudin Jaharao,
lembagalembaga zakat b€rdiri cenderung independen dan mencanangkan
program masing-masing yang lernah monbangun koordinasi dan sinergi antar
satu lcmbaga dengan lembaga lainnya. Lembaga zakat rcrkesan bersaing satu
sama laiq bahkan hampir tiap lembaga yang beraliliasi pada yayasan
pendidikaq masjid, Icmbaga pclatihan, mendirikan unit pengumpulan zakat
yang umurnnya terpimh dari lembaga-lembaga yang ada Karcna itu dana
zakal yang bercdar di masyarakat sulit untuk dipantau sehingga estimasi
z*at yang dibuat oleh CSRC sebesar 19 trilyun pertahur,, sulit untuk
diukur, sclain hasil raa-rata pcngalian dengan jumlah penduduk Muslim di
Indonesia. Fenomena gerakan filanropi Islam yang bersifat independen
,tanpa kontol' akan menghambat tujuan utamanya, yaitu mengentaskan
kemiskinan (mustahik menjadi muzakki).ar
Untuk itulah dibutuhkan wewenang BAZNAS yang secara kelembag,aan
sangat strategis mengingat kedudukannnya sebagai lembaga negara yang bersifat
independen guna mendukung usaha pemerintah sebagai.Jalur ketiga,/2 (selain
dari program pemerintah yaitu pcmbangunan ekononri dan program bantuan pro
{ Asep Sacpudin Jahar, Masa Dcpan Filantopi Islam Indonesia Kajian lrmbaga-
t1--u-"ea z4.t dan wakaf, Msksrah disanpaikan daram acara Annuat confercncc on tsrariic
studies (AcIs) kc I0 di Banjarmasi4 t 
- 
4 Novernbcr 2010, Karimantaa seratan, hal. 6t5.
.r 
,bid hal. 6t6
t2 Pr"siden Susilo Bambang yudoyono, presidcrt: Zakat Jalur Ketiga KurangiKerniskioan dalam hup/wrywr€pnblikaco.id- (lt Ntart 2On) di8b6 pqda turafu Ze fr4rnI2012
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rakyat) dalam m€mgentaskao kcmiskinan dalr meningkatkan kerjahteman
masyarakat Namun untuk menghindari disfungsi atatpn conJlic of interest
antaa LAZ dan BAZNAS datam pengurnpulan, padisaibusian dan
pendayagunaan zakat (termasuk infak dan sedekah) maka akan rebih bijak dan
cfektif apabila BAZNAS dikonscntrasikan pada fungsi reCulat@, controlling,
dan evaluating sebagaimana halnya wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa
Kcuangan (OJK) tcrlradap L,cmbaga Kcuangan Bank dan Lcmbaga Kcuangan Non
Bank di Indoncsia saat ini.
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BAB YII
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
bcrikut:
l. BAZNAS memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam pengelotaan
zakat nasional @asal 6 ULJPZ) yakni sebagai lonbaga negara/pernerintah
pemerinuh nonstrukhtral yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab
dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Adanya legitimasi keterlibatan
negara dalam persoalan pengelolaan zskat ini merujuk kepada Konstitusi
Negara Indonesia khususnya Pasal 29 dan pasal j4 ayat (l) UL-D 1945.
BAZNAS bertanggung jawab menjalankan fungsi pengumpulan,
pendistribusian, dan pen&yagunaan z*a\ yan1 dilakukan melalui
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan (pasal 6 dan pasal
7UWD.
2. Penempatan BAZNAS sebagai pemegang wewenang tidak terlepas dari:
a- Pengalaman historig dirnana |c:qadi lost koordinasi dan pengawasan
karerta BAZ dan LAZ sejajar sebagai pengelola zakat (UU Nomor 3g
Tahun 1999) dan b. Secara filosofis, pengelolaan zakat membutuhkan
tanggung jawab yang bcsr bagi pengelolanya dalam rangka amanah
vertikal (Allah S\ryD dan amanah horizontal (masyarakat muzakki dan
mustahiq) sehingga dibutuhkan adanya kekuatan eksekutif (pemerintah)
untuk menjalankan IJUPZ. BAZI.IAS diberikan wewenang untuk
memberi pertimbangan/rekomendasi atas legalisasi lembagaJembaga
z yat yang ada di seluruh Indonesia @asal lg ayat (2) huruf c UIJpZ),
karcna posisi LAZ dibawah koordinasi dan pengawasan BAZNAS dan
berfirngsi sebagai penyokong BAZNAS dalam menjalanlon fungsinya
secara nasional @asal 17 ULfpA.
3. BAZDA Kota Palangka Raya secara kelembagaaq kepengurusaq dan
pelaksanaan program kerja belum sepenuhnya mengacu pada k€tentuan
UU Nomor 23 Tahun 201I tentang pengelolaaan Zaka! mcngingat belum
adanya Peraturan Pelaksana UUpZ tersebut. Fungsi pcrencanaan,
pelaksanaan, pengendaliaq dan pelaporan pengelolaan zakat, maupun
wewenang terhadap LAZ di lingkungan BAZDA Kota palangka Raya
masih belum optimal dilaksanakan karena beberapa faktor pengurus
memiliki kesibukan dan memiliki jabaun penting, tidak adanya dana
operasional dari pemerintah sehing8a publikasi sulit dilakukan dan
berakibat pada minimnya perolehanjumlah zakat, infalq dan scdekah.
B. Saran
l. Perlu dilakukan pembatasan dan penegasan tugas dan wewenang
BAZNAS dalam Peratumn pelaksana UUpZ dengan memposisikan
BAZNAS sebagai koordinator dan regulator agar dapat maksimal
mengawasi dan mengarahkan roda pengeloaan zakag dan firngsi
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dibebankan
kepcdaWZ danLAZ agar tepat sasaran.
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2. Pengurus BAZD.A Kota Palangka Raya ke depan agar segera
menyesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 20ll dalam
struktur dan komposisi kepengurusannya, dengan memilih pengurus yang
memenuhi syarat dan memiliki waktu penuh dalam menjalankan
tugasnya.
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BAHAN WA\ilAI\ICARA
PENELITIAN DOSEN STAIN PALANGKA.RAYA TAIIUN 2013
TENTANG
"FT'NGSI DAN WEWENANG BAZDALAMTruNOMOR 23 TAIIUN2OII
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT(STIJDI PADA BAZT{AS KOTA PALANGKA RAYA)
Apakah pengurus yang aktiftersebut mempunyai pekerjaan atau tugas lainnya
selain sebagai Pengurus BAZNAS Kota palangka ilayai Sebutkan
Jawaban:
SDM BAZNAS KOTA PALA.I\IGKA RAYA
I Apa saja komposisi dan personatia kepengurusan BAZNAS Kota palangka Raya?
Jawaban:
2 Apakah ada job describtion dalam kepengurusanBAzNAs Kota palangka Raya?
Jawaban
3 Apakah semua pcngurus bisa al:tif dalam melaksanakan tugasnya dalam
kepengurusan? Jika tidah siapa saja yang bisa aktil?
Jawaban:
5 Apakah tugas lain tersebut nrenyita rraktu anda dalam menjalankan tugas sebagai
pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya? Jelaskan
Jawaban:
1
6 Adakah staf pengclola yang membantu pengelolaan zakat selain pengurus? Jika
ad4 mengapa dan apa saja tugasnya?
Jawaban:
FT]NGSI BAZI.IAS KOTA PALANGKA RAYA
7 Apakah BA2.IAS Kota Palmgka Raya memiliki program dan target kegiatan?
Jawaban:
8 Apabila_a1a,-kalan membuat program tersebut dan dicantumkan dalam bentuk apa?(Papan Info/StikertBrosur/lainnya)
Jawaban:
9 Apakah program dan target kegiatan BAZNAS Kota palangka R ya telah
diselaraskan dengan amanat UUPZ Nomor23 Tahun 201 I?
Jawaban:
l0 Apa saja program yang dircncanai:an di BAZNAS Kota palangto Raya semasa
periode kepengurusan anda terkait dengan amanat UupZ tentang fungsi BAZNAS?
Jawaban:
lt Apa saja program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota palangka Raya
terkait dengan amanat UUPZ tentang fungsi BAZNAS?
Jaweban:
l2 Apakah ada program yang tidak dapar ditaksanakan oleh BAZNAS Kota palangka
Raya semasa periode kepengwusao anda?
Jawabal:
l3 Apabila ad4 apa kendala-kendalanya?
Jewebln:
t4 Bagaimana cara pengumpulan dan pcnyaluran zakat kepada para mustahiq?
Jawaban:
l5 enalat.g. pengawasan dan pengcndalian terhadap pelaksanaan pengumpularl
pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota palangka h,aya?
Jelaskan
Jaweban:
16 Apakah target yang perolehan zakat yang ingin dicapai setiap tahunnya? Berapa?
Jawaban:
t7 Berapa kalkulasi perolehan zakat yang dikelola BAZNAS Kota palangka Raya
khususnya selama anda menjadi pengurus?
Jawabau:
l8 Bagaimana sistem pcmbuatan dan penyampaian laporan kinerja kegiatan BA.A.JAS
Kota Palangka Raya?
Jswaban:
WEWENANG BAZNAS TERIIAD AP LAZ
l9 Ada berapajumlah LAZ yang beroperasi di Kota palangka Raya?
Jawaban:
20 Apakah pernah dilakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pasal 6, pasal lg, dan
Pasal 19 UUPZ Erhadap LAZ-LAZ tersebut?
Jawaban:
Bagaimana bentuk koordinasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan zalat oleh
LAZ-LAZ kpada BAZNAS Kota Palangka Raya?
Jawaban:
27
AdabenpaLAZ yang tclah memenuhi syarat Pasal l8 Wn?
Jawaban:
23 Apa tindakan BA2}{AS Kota Palangka Ray a terhdap LAZ maupun individu yang
belum dan tidak nemenuhi syarat nanun masih melakukan pen gelolaan zakat?
Jawaban:
Ada beberapa pendapat bahwa BAZNAS disarankan hanya sebagai koordinator,
pengawas dan regulator sajq sementara alitifitas pengumpulan dan distribusi zakat
dilakukan oleh LAZ-LAZ swasta Bagaimana pendapat anda?
Jawaban:
Selia*, Oou ktil la41 ataa udltu 44.,. no/ata*aap.
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